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KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI
Tentang
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang:

Mengingat:

Memperhatikan:

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait
dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan

dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum

berupa keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman.

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik dari Al-Qur’an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-
dalil lain yang mu’tabar;

. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah-

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;



3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiyyah Mu’ashirah
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno
ljtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:

dengan bertawakkal kepada Allah SWT:
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail
Asaiyah Wathaniyah) yang meliputi;

(i) Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii)

(i) Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

(i)  Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara, dan

(iv)  Pemberdayaan Ekonomi Umat

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima’ ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

KOMISI A

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

TEMA PEMBAHASAN:

I.  Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara
Il.  Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
I11.  Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

IV. Pemberdayaan Ekonomi Umat
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MENJAGA EKSISTENSI NEGARA DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA

. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan
dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq
al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-jamaiyah) bangsa
Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan
oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi.
Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang
menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk
negara-bangsa ini.

. Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila
pertama menjiwai sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan.
Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara
dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan
kepada negara dan bangsa (hubb al-wathan) yang merupakan bagian dari keimanan.

. Setiap upaya menjaga dan memelihara perjanjian kebangsaan tersebut akan
menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Hal itu terjadi
karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri, dari suatu
negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam negeri dengan negara-
negara tertentu karena adanya kepentingan yang sama dan mengancam
kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa ini.

. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap
mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial,
dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara
sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan
yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media
massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dengan dasar pemikiran di atas, harus dilakukan upaya bela negara untuk
mempertahankan eksistensi NKRI dengan memperkokoh karakter bangsa dan pilar-
pilar kebangsaan, menuju tercapainya kondisi kehidupan kemasyarakatan,
kebangsaan dan kenegaraan yang baik, demi memperoleh ridha Allah SWT dan
terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khairu ummabh).

Dalam rangka memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya
pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya:

- Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam
bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga tercipta rasa adil,
aman, dan sejahtera secara merata.



- Setiap warga negara wajib melakukan bela negara, sehingga dapat
mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar,
pengkhianatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) serta upaya
mengubah bentuk negara-bangsa.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:
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“Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu
kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah
kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa
kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka
berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah
orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Ali Imran : 64)
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“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa
yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 96)
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“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan
kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi
bila mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sudah sepantasnya
berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri
itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-lsra: 16)
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“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan

mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-
orang yang benar.” (QS. Al-Hujurat: 15)
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“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi
sesungguhnya kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah,
hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang
dalam perjalanan), dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya,
mendirikan salat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya
apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan
pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan
mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Bagarah: 177)
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“Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak
kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di
jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh.” (QS. As-Shaff: 3-4)
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“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin,
melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak
akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari

sesuatu yang kamu ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan
diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. ” (QS. Ali Imran: 28)
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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-
orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena)
mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan
kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang
tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu
ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu! Kamu menyukai
mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab.

9
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Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” dan apabila
mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci
kepadamu. Katakanlah (kepada mereka), "Matilah kamu karena kemarahanmu itu."”
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.” (QS. Ali Imran: 118-119)
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“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan
kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan
musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan
Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dizalimi.” (QS. Al-Anfal: 60)
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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan
Nasrani sebagai wali(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa
di antara kamu menjadikan mereka menjadi wali, maka sesungguhnya dia termasuk

golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 51)
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“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang
lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu
kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah
Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat:
9)

Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:
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“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap Muslim terikat atas
syarat-syarat (yang telah disepakati).” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)

10



s )OS E e b IS ey ade ) o A Jgey B we &I oy els ol o0
Oy @lalall ol b5 e 05”0y by
“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat (yang diperjanjikan)

yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an adalah batal, walaupun seratus syarat.” (HR.
Al-Thabrani dan Al-Bazzar)
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“Dari Anas bin Malik ra., Nabi saw. bersabda: Dengarkan dan patuhlah (kepada

pemimpin) walaupun ia seorang Habasy (kulit hitam) yang rambutnya (keriting
seperti) anggur kering.” (HR. Al-Bukhari)
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“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa keluar dari
ketaatan kepada pemimpin, dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati,
maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR.
Ahmad)
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“Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mati dalam keadaan
memisahkan diri dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai
seorang Muslim).” (HR. Muslim)
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“Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melihat dari
pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka bersabarlah, karena siapapun yang

menyelisihi jamaah satu jengkal saja kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan
jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. Ahmad)
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“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Seorang mukmin yang kuat itu
lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada
keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang
bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Alléh (dalam segala
urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau
tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, “Seandainya aku berbuat demikian,
tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah; Ini telah ditakdirkan Allah,
dan Alléh berbuat apa saja yang Dia kehendaki.” Karena ucapan “seandainya”
akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR. Muslim)

Kaidah Fighiyyah:

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”
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“Sesuatu yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, maka hukumnya juga

wajib.”

Pendapat Para Ulama:
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“Jika ada sekelompok kaum Muslim membelot dari imam (kepemimpinan) dan ingin

menjatuhkannya, maka imam boleh memeranginya, sebagaimana firman Allah:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara

keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang

lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu
kembali pada perintah Allah.” Sampai pendapat ini: dan jangan mulai berperang
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sehingga dia bertanya kepada mereka apa persoalkan. Jika ada kezaliman, maka
hilangkan lah.” (Al-Majmu’ Juz 19 halaman 195)
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“Barangsiapa mengingkari pemimpinnya maka sebenarnya dia sudah keluar dari
kekuasaannya atau kepemimpinannya.... Dalam riwayat kedua, barang siapa
mufaragah dari sebuah kelompok maka hal itu merupakan bentuk kinayah bahwa
dia telah melakukan maksiat terhadap pemimpinnya dan memeranginya. Menurut
Ibnu Abi Jamrah, yang dimaksud dengan mufargah adalah usaha melepaskan
ikatan ba’iat.

Para ulama sepakat bahwa taat kepada penguasa adalah wajib begitu pula
berjuang bersamanya. Dan taat kepadanya lebih baik dari pada membelot darinya.
Karena hal itu akan lebih bisa menjaga perdamaian. Para ulama melandaskan
kepada hadis dan dalil lainnya. Hal itu berbeda kalau pemimpnnya jelas-jelas kafir,

2

maka tidak boleh taat kepadanya, malah wajib melawannya bagi yang mampu.
(Fathul Bari Juz 13 halaman 6-7)
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PRINSIP-PRINSIP UKHUWAH SEBAGAI PILAR PENGUATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya
maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan
bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan
semboyan bhinneka tunggal ika.

Dalam sebuah negara yang majemuk, adalah tidak mudah dan juga tidak murah
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing
kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa
menimbulkan konflik.

Kemajemukan selain bisa menjadi kekuatan bangsa, juga berpotensi menjadi
kelemahan yang laten. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari
berbagai pihak untuk menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini telah
terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa.

Semua pihak dan komponen bangsa ini harus senantiasa dengan penuh
kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama Muslim
(ukhuwah Islamiyyah), antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan
antar sesama manusia (ukhuwah insaniyah).

Ukhuwah Islamiyyah

1.

2.

Ukhuwah Islamiyah merupakan manifestasi dari ikatan persaudaraan yang
harmonis antar sesama Muslim. Perbedaan di antara umat Islam yang termasuk
dalam katagori wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf) harus ditoleransi dan
diupayakan terjadinya titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-
khilaf).

Adapun perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf dipandang sebagai
penyimpangan yang harus diluruskan, sebelum dilakukan penindakan secara
hukum menurut perundang-undangan yang berlaku.

Negara wajib menjamin umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dan
melindungi kemurnian agamanya dari setiap upaya penodaan agama.
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Ukhuwah Wathaniyah

1. Sebagai sesama warga bangsa, setiap penduduk Indonesia diikat dengan
komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan
rukun sebagai sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah) dengan tetap
menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan
bersama.

2. Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara
merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar
sesama warga bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan
agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang
yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan.

3. Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, posisi antar sesama warga sebagai
bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup
berdampingan secara damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Dalam hal kerukunan antar pemeluk agama, Islam mengakui eksistensi agama
lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa
Nabi Muhammad saw juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain
Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Ukhuwah Insaniyah

1. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi
dalam menjalani kehidupannya. Persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwah
insaniyah) merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan di
dunia ini.

2. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari berbagai ras, bangsa,
suku, adat istiadat, dan berbagai kelompok agar saling mengenal dan
memahami, sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antar mereka.

Dengan demikian, akan terwujud kedamaian dunia dan persaudaraan sesama
umat manusia.

3. Ukhuwah Insaniyah dapat menjadi pendorong terjadinya tolong menolong antar
sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, suku, bangsa,
agama dan kelompok. Upaya tolong-menolong antar sesama manusia tidak layak
dan tidak patut dijadikan gerakan terselubung memurtadkan umat Islam.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

byt oS00 1,8 2 Ksel i el B2 00D )
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“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu mendapatkan rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

S Eie 23T &) 158 s wpat Suaeg B S5 5 s 6 s T g
“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat:
13)

O5a183 35T &1 1,35555 bl 515205 Vs
“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah
kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-
Bagarah: 42)

A e LB EE B LU g Y
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas

(perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (QS. Al-Bagarah:
256)
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“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak
pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu,
dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6)

AUKTESENNS SEEN N FLERPEL S I REACHE SR PR
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“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-
orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka
sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-
Mumtahanah: 8-9)

16



ool B AT 50 B g 158 o35 2 O 0.
“Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara
mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) ...” (QS. An-Nisa: 92)

4 g @ C ° E > . %z fo%.% o0 T 8T s Ly sy %
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“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang

menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 46)

Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

3915 sl olyy) waby s e Oseldl" tolis ade B Lo B Jgy JB e ) 5y 508 o e
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“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Kaum Muslim itu terikat
dengan syarat-syarat mereka.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

B ks A TSSO 106 Ly e i o o BT 2 A g 1t 02
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“Dari Ali ra. Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin itu memiliki hak yang
sama, di antara mereka saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, berlaku
tanggungjawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Tidak dibunuh orang
mukmin sebab orang kafir, dan tidak dibunuh orang yang berjanji bersepakat di
dalam masa kesepakatannya.” (HR. An-Nasai).
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“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat yang tidak ada
dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat.” (HR. At-Thabrani dan
Al-Bazzar)
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“Dari Abdullah bin Amr ra. dari Nabi saw. ia bersabda: Barangsiapa membunuh
orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka dia tidak akan mendapatkan
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bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh
tahun.” (HR. Al-Bukhari)
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i
HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA

Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang
komperehensif (kaffah), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal
(syumuliyyah) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (mutakamil). Islam
mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara,
mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam
menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik.

. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik
dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat
(hirasat al-din) dan terjaminnya urusan dunia (siyasat al-dunya). Politik
dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf
nahy munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara
menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok
untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai
tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya
sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral
keagamaan.

. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan
menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam
dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus
dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya
memisahkan antara agama dengan plitik kenegaraan adalah bertentangan
dengan dasar negara dan konsensus bernegara.

. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai
sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara
kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.
Penyelenggara negara tidak memanfaatkan agama sekedar untuk kepentingan
tujuan meraih kekuasaan semata.

. Tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan (ibadah
mahdah) semata. la harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah
Islam, termasuk masalah politik keumatan, bagaimana cara memilih pemimpin
sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi
keumatan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana
mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
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6. Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan,
sementara kekuasaan cenderung korup. Karenanya, praktek politik kekuasaan
harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan
segala cara. Aktifitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung
melakukan tindakan menyimpang dan menghalalkan segala cara.

7. Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan
adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan
memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan
symbol-simbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai
alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.

8. Simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol
agama tertentu, tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat
beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan
tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama.

DASAR PENETAPAN:
1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:
) Sy s e fanls Gz O il odds o8 onlesd Je 26l iz )
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“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan
gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka

khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh

manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-
Ahzab: 72)

Gt P 3 IS B WA 21ags G5, Wl B ] 25V G 5 2 s
“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya
dijamin  Allah rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat

penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”
(Hud: 6)
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“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata:

"Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? "
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Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
(QS Al- Baqarah 30)
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“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu (Muhammad)
sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk
Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti
keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada
bagimu pelindung dan penolong dari Allah.” (QS. Al-Bagarah: 120)
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“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak
pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu,
dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6)

5
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“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka
melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala
urusan.” (QS. Al-Hajj: 41)
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“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka
berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka,
setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-
Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS.
An-Nur: 55)

el o S s wedy slassdig skl 35 L ) 43
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl:

125)
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“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)
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“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa: 59)
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“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu dari negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas: 77)

i1 7 &/’-/o//f/...&: o€ v 6 S0 (4
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali

Imran:159)
T (e (RS
“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS.

Asy-Sydra: 38)

Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:
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“Dari sahabat Ibnu Umar ra. dari Nabi saw: Kalian semua adalah pemimpin dan
akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

JB E) (a8 J6 B2la)) 556 BUN ExZs 1506 (o) & Jsm, JB J6 534 4 22
(Sl ol BLa B8 3T 52 ) 2281 a2 1)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Jika amanah disia-Siakan
maka tunggulah datangnya kehancuran. la bertanya: Bagaimana menyia-
nyiakannya? Jawab Rasul: Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka
tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

(k) 5 alolyy N1 @ Al B sl
“Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi.” (HR. Ahmad dan Al-Thabarani)
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“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: “Tanda orang munafik itu

tiga, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi
amanah dia khianat.” (HR. Bukhari)

Pendapat Ulama sebagai berikut:

a. Pendapat Imam Al-Ghazali:
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“Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi
(ushul) sedang penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada
pondasinya maka akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki penjaga
maka dia akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan
penguasa (sulthon) dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan fikih
(pengetahuan agama).
Sebagaimana untuk aturan politik kemanusiaan (siyasah khalg) bukan bagian
aspek utama agama akan tetapi keberadaannya merupakan sesuatu hal penting
di mana tidak sempurna agama kecuali dengan hal itu (siyasah khalq); maka
demikian mengetahui dan menguasai bidang politik adalah suatu hal yang
maklum (pekara yang keberadaanya wajar diketahui) sebagaimana (misal) haji
tidak sempurna (prosesnya) kecuali dengan kepolisian yang menjaga mereka
dari gangguan selama perjalanan. Meski demikian haji itu adalah satu hal
23




C.

(tersendiri), rute haji juga merupakan satu hal (tersendiri), pengaturan
pengamanan rute haji dimana tidak sempurna haji tanpa hal itu juga
merupakan satu hal (tersendiri), demikian juga pengetahuan mengenai tata

’

cara pengamanan dan regulasinya adalah hal yang lain.’

Pendapat Imam al-lzz Ibn Abd al-Salam al-Syéafii dalam Qawaid al-Ahkam”
2/75:
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“Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah
kami sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk
mencegah kemudaratan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan
kebaikan. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat
ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu
menyebabkan masyaqgah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka
memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang
mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham
dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah
‘azza wajalla berfirman- yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta
anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik." Kalau berkenaan dengan hak-
hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum
Muslim dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat
Islam dengan hak-hak kaum Muslim secara umum lebih diutamakan dari pada
kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka).

Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan
maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat.

Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):
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“Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah
hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa
maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. Al-
Isra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa
kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk
(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram
baginya untuk masuk ke dalam surga.”

Pendapat Imam al-Zarkasyi asy-Syafii dalam kitab al-Mantsir fi al-Qawaid juz
1/309:
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“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.
Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masail: Imam asy-Syafi’i berkata:
kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali
yatim atasnya.”

Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam al-Asybah wa al-Nazhair,
halaman 124:

5y e gl B el e ke W slad e G gm0y
L) b 2 CJ;\ C g R TA i TN B[RRI v B HES T

S etz w0 3 R 24 01 i s ot

“Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas
maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika
sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab
Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: Seorang penguasa tidak boleh
mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar
dan pasti.”

Pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, juz 1 hal. 3:
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“Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan
mengelola dunia.”
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PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan
kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan
oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia
Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujud dalam dua
hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar.
Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama
terwujudkannya tujuan utama didirikannya negara ini.

. Sampai saat ini, tujuan utama didirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas
belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk
negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan
sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan
kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan
strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan
tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi
negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas.

Problem kemiskinan yang membelit sebagian besar rakyat menjadi persoalan serius
dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemiskinan disebabkan setidaknya oleh dua
faktor utama, yakni faktor kultural berupa rendahnya kualitas SDM akibat
rendahnya pengetahuan dan keterampilan, dan faktor struktural berupa buruknya
distribusi kekayaan akibat kebijakan dan sistem pembangunan ekonomi yang kurang
tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan mengatasi
kemiskinan, dengan mengurai dua faktor tersebut.

Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan,
pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi
masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan
kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat”, yang lebih adil, melalui sistem distribusi
yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi
(hajah dharuriyah), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan
kesehatan.

Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib
menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan dan melindungi
tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi
masuknya tenaga kerja asing (TKA).
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6. Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan
permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan
akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan
mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak
mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi
mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren,
dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang
bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga
tersebut mempunyai potensi yang besar.

7. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada
kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi
pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur
masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan
perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri. Di samping itu, pemerintah
harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait
penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas
dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan
didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.

DASAR PENETAPAN:
1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:
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”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah
padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)
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“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-
Jumuah: 10)
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“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka

jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan
hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)
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“...Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di
kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr: 7)
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“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-Zikr
(Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.”
(QS. Al-Anbiya: 105)
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“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di
bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari
rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian
kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah

tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. An-Nisa: 100)

2. Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:
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“Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atasnya (hartamu), jika ada
kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada
kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika
(masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau
mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu, dan sebelah kirimu.” (HR. Muslim)

(SWly sl s J) @ Hlss Cazs Eog ) il o
“Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya
kelaparan.” (HR. Al-Hakim)

3. Kaidah Fighiyah:
il Lo ie )l e aleY) a5
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“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.”

Pimpinan Komisi A

Ketua

Sekretaris

KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si. Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Tim Perumus:

KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si
KH. Umar Al-Haddad

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

KH. Abdusshomad Bukhori

Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisy

Drs. H. Natsir Zubaidi

KH. Gusrizal Gazahar, Lc, MA

KH. Mujammi' Abd. Musyfie

KH. Mahfud Muhdhor

Notulis: Muchlishon
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Ketua merangkap anggota
Sekretaris merangkap anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang:

Mengingat:

Memperhatikan:

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum
ljtima Ulama Komisi Fatwa;

bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman;

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik al-Quran, Hadis, ljma, Qiyas, dan dalil-dalil
lain yang muktabar;

. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah-

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VI;

. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiyyah Mu’ashirah

yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia
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5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
ljtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN
Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fighiyyah Mu ashirah) yang meliputi;
(i) Istitha’ah Kesehatan Haji,
(ii) Safari Wukuf;
(iii) Badal Melempar Jumrah;
(iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
(v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai
pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.

3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Ketua, Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)

KOMISI B-1
I. Istitha’ah Kesehatan Haji
Il.  Safari Wukuf
I11. Badal Melempar Jumrah
IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat

V. Plasma Darah untuk Bahan Obat
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MASALAH FIKIH TERKAIT ISTITHA’AH KESEHATAN HAJI

A. Diskripsi Masalah

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu
(istitha'ah). Istitha’'ah yang menjadi salah satu syarat wajib haji mencakup aspek
finansial (biaya perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan) dan
keamanan.

Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang
harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Permenkes No.15 tahun 2016 telah
mengatur tentang istitha’ah kesehatan jamaah haji. Dalam Permenkes tersebut
dijelaskan bahwa istitha’ah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan
jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur
melalui pemeriksaan medis.

Meskipun  Permenkes  soal istitha’ah haji  ini  telah  diterapkan  dalam
penyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jamaah haji di Arab Saudi masih
tinggi. Pada musim haji 2017, jamaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431
orang. Sementara pada 2016, jamaah haji yang wafat tercatat 390 orang. Tentu
angka kematian jamaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, kondisi
kesehatan sebagian jamaah yang kurang prima sejak dari tanah air. Kedua,
lingkungan dan pola perilaku jamaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada
tahun 2017 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jamaah, sedangkan pada
tahun 2016 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jamaah.

Secara umum, ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak memenuhi
syarat isthita’ah kesehatan; 1) penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri dan
jamaah lain, 2) gangguan jiwa berat, dan 3) penyakit berat yang tidak dapat
disembuhkan.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh tim dokter
kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori istitha’ah. Pertama, memenuhi
syarat istitha 'ah kesehatan haji. Kedua, memenuhi syarat istitha 'ah kesehatan haji
dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji
untuk sementara. Keempat, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji secara
permanen.

B. Perumusan Masalah
1. Apakah aspek kesehatan merupakan bagian dari syarat istitha’'ah dalam ibadah
haji?
2. Apakah seseorang yang memenuhi syarat istitha’ah haji, namun mengalami

gangguan kesehatan, harus melaksanakan ibadah haji secara mandiri tanpa
bantuan orang lain?

3. Apa udzur syar’i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi
ditunda pelaksanaannya?
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Apa udzur syar’i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi
harus dibadalkan (bi inabah al ghair)?

Apa syarat orang yang boleh menjadi badal haji untuk orang lain?

Apakah pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan
calon jamaah haji menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan?

C. Ketentuan Hukum

1.

Kesehatan merupakan syarat ada’ (pelaksanaan) haji, dan bukan merupakan
syarat wajib. Seseorang yang sudah istitha’ah dalam aspek finansial dan
keamanan, tapi mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya tetap
berkewajiban untuk berhaji.

Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri,
bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan ke tanah suci dan
melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mengalami udzur syar’i untuk
melaksanakan ibadah haji karena penyakit yang dideritanya atau kondisi tertentu
yang menghalanginya untuk tidak melaksanakan ibadah haji secara mandiri,
padahal dia memiliki kemampuan secara finansial, maka kewajiban haji atasnya
tidak gugur; sedangkan pelaksanaannya ditunda atau dibadalkan (inabati al
ghoir).

Seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika:

a. Menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh;
b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janinnya;

c. Menderita penyakit menular yang berbahaya;

d. Terhalang untuk bepergian sementara.

Udzur syar’i yang menyebabkan haji seseorang dibadalkan (inabati al ghair)
adalah:

a. Orang yang mempunyai kemampuan finansial, akan tetapi meninggal
sebelum melaksanakan ibadah haji;

b. Tuarenta;
c. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun;
d. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya;
e. Terhalang untuk bepergian secara terus menerus;
Syarat untuk menjadi badal haji adalah:
Akil baligh;
. Tidak berhaji untuk dirinya;

a.
b

¢. Sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya;

d. Bisa dipercaya melaksanakan ibadah haji untuk orang yang dibadalkan;
e. Tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah haji;

f

Satu orang yang menjadi badal haji hanya boleh melakanakan haji untuk satu
orang.
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6. Pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon
jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan
pertimbangan syar’i dan medis.

D. Rekomendasi :

1. Pemerintah (ulil amri) didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan
agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.

2. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara sungguh-sungguh
dan pelaksanaanya sesuai tahapan yang sudah diprogramkan, sehingga rekam
medis calon jamaah bisa tercatat dengan baik.

3. Untuk mengeliminir beban mental yang berat bagi calon jamaah haji yang
dinyatakan tidak istitha’ah, maka waktu pemeriksaan kesehatan tahap terakhir
dilaksanakan jauh-jauh hari dan tidak dilaksanakan di embarkasi, misalnya
minimal 10 hari sebelum keberangkatan.

4. Perlu sosialisasi kepada calon jama’ah tentang istitha’ah kesehatan Sehingga
dapat benar-benar dipahami. Jika tidak diizinkan berangkat karena tidak
memenuhi istitha’ah kesehatan, maka dapat menerima keputusan tersebut
dengan ridha.

E. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt. :

] ’C\Lz,a\ oo = SO Je dg GT 08 S 25 ) AEs B BT 4

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) magam lbrahim.
Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang
sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari
(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

2. Hadis-hadis Rasulullah saw.:
o) pllei) p e e U B ) Y s SIS & Je uw;\ oF o R
(ks )\l olg)y Al 380 J6 20 G d J825 6 g J6 O
Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: .+ el b U/,Gss P

S~ o) ¢lkil ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang

disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan. (HR. al-
Daruquthni).
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Dari Ibn Abbas ra. bahwa seorang perempuan dari bani Juhainah datang
kepada Nabi saw. bertanya: "Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernadzar untuk
melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau meninggal sebelum melaksanakan
ibadah haji, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya,
hajikanlah untuknya, bukankah kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib
membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk
dipenuhi. (H.R. al-Bukhari dan al-Nasa'i).

le,,pmwrvwajw\:; 5 i) 05 Jumwmdﬂwu AUIIRR
ez o) g @\#Msg»écwwwv\mww e 4y
LMU\J 56 qucfv\:,w\k;\w\wu,@v@jmw&wd
falilalon o o O aing VS i f 253 2 6 ste o 2
(ks o) 1550 s 3 S5 323 J6 52z

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa r.a, ia berkata : Fadl bin Abbas
pernah membonceng di belakang Rasulullah Saw, tiba-tiba seorang wanita dari
Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadll menengok kepada perempuan itu
dan perempuan itu pun menengok Fadll. Maka Rasulullah Saw memalingkan
wajah Fadll ke arah lain. Perempuan itu berkata : Wahai Rasulullah!
Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta.
la tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku
menggantikannya?" beliau menjawab: "Boleh."” Dan hal itu terjadi pada saat
haji wada.’(HR. Muslim)

i;;;j:yJ\; ot op A Jok Sag ae lag ol °’”AU\;L>@§J\3/TJG;L.;\5;
f@fmuobiYJbMu; Jug.w;j\g.c\‘ju

(Jjb j‘.\ o\j))

Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa Nabi Saw mendengar seseorang
mengucapkan; labbaika ‘an syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruanMu
untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah tersebut?” Dia
menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: "Apakah engkau telah
melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab; belum! Beliau
berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk
Syubrumah.” (HR. Abu Dawud)
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3. Pendapat Ulama
o e skis m G (L pLeYI (a3 Ja¥ Ul s ol JUL of 00l L 5,08
Blaa¥l o gl Mg ladl pLaY) o3 g ) g ez ol 3 Sy 2l e s
e Qs ) o e Lale] Cond S ULy caie g pn 8ol Ay 13 e e
o2 O el 2 JB w6l Legie s o) ols ol 8 0 pd s gl =T Loy
it O b e Al gl o F W 05K s Al O
W' J6 s il e gled ) a2l e ws b ) o) ol pY) Jazal
Jsos b1 JB o) 2B Ol &) g Uzl n o) o WU e allg) 291 0l oI5
W) omd L el gag 5d G b e lis Gy Al g S 1 JB ¢ L) Lo d
Sl syl el o b A sy i) 093 I e aslaza V) s G L)
el aile
Gkl i ) al o aeleso ¥l by s aed 0L b ad 185 L J3d Ll Uiy
Jselal Ol dmead 2 b dey ade dls ) Lo o allally cade mdi (g Sl
span¥ 3y el ) ) ek o5l el 50 diak) 3 el 5 Y ST Y
SUlg N an 3 5,9 4l Lo il med O cand) 3 L Ol g Ly sl Ogd
I Of agmy dls 1 5 ST e e L glas ) 2 =T i ¢ ad Lo asly e jLasy)
SRR S YRt VR SRS ST |V S WO [ P U P T o
Sl sty (bl 5

Kemampuan (qudrabh, istitha’ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan)
badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah
pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu berjalan
dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah
pendapat Imam Syafi’i. Oleh karena itu, Imam Syafi’i mewajibkan orang lumpuh
untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk
mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu
Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang
dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Jalan”
(yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur’an) adalah kesehatan badan seseorang
dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus
berdesak-desakan. Imam Syafi’i berargumentasi dengan hadis yang

dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat

Moo @) ¢ Uazad o ool e WU el diturunkan, seorang laki-laki bediri
dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ‘jalan’
(as-sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan kendaraan’. Hadis ini

diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat
Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi istitho’ah hanya pada kemampuan
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materi, tanpa mensyaratkankesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi’i
ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya
menjelaskan sebagian syarat istitho’ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak
mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji.
Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat
istitho 'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan,
padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang
dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini
tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang
menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian
syarat istitho’ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan
salahsatu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali
karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna “‘jalan”; beliau
bersabda: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini
Nabi tidak menyebutkan biaya (zad). (Al-Allsi, Ruh al-Ma’ani, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th.], jilid 11, juz IV, h. 7-8).
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(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah
menafsirkan kata istitho’ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini
menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho’ah adalah
kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari
orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk
mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho’ah adalah (kemampuan
dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari
bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat
bahwa istitho’ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan).
Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang
dapat mengantarkan 43| pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidawi, Tafsir al-
Baidawi, 1/172, Beirut: Dér al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1988 M)
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Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh
menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama. Orang yang sudah
bermaksud menunda pelaksanaanya hajinya dari waktu ketika diwajibkan
(ketika mampu) tidak perlu menyiapkan pelaksanaan hajinya. Hal ini berbeda
dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-gadlanya.
Para ulama sepakat, orang yang terlewat tidak melaksanakan haji pada waktu
ketika wajib, yakni ketika ia istitha’ah, tidak perlu meng-gadlanya. (lbn
Hayyan, al-Bahr al-Muhith, 3/340)

Jondl 2 JB S ) pllazal a4 (3 s ool oo dedly LA ol e o) 2
(390/2 jsl) Wy 4 Cimg OF j8 oo dlalyg sl o 4 055 Auall O — of
Ibnu Jarir, Ibn al-Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari /bn ‘Abbas

terkait firman Allah Swt .. «J slewo/ . beliau mengatakan, yaitu sehat

badan, disamping harus punya biaya dan kendaraan yang tidak menyusahkan.
(Al-Suyuthiy, al-Durr al-Mantsur, 2/390)
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Syarat istitha’ah dalam malaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat
jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan

kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori
istitha’ah. (An-Nawawi, Al-Majmu’, 7/64)
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SAFARI WUKUF

A. Diskripsi Masalah

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang jika seseorang meninggalkannya,
maka hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah: “Haji itu melakukan wukuf
di Arafah”. Waktu pelaksanaan wukuf adalah tanggal 9 Zulhijah yaitu sejak
matahari tergelincir atau bergeser dari tengah hari sampai terbenam matahari.

Tidak semua jamaah haji mampu melaksanakan wukuf dengan sendiri karena faktor
usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. Pelaksanaan wukuf bagi
mereka dilakukan dengan safari wukuf. Safari wukuf yang dimaksud adalah
memberangkatkan jamaah haji yang sakit ke Padang Arafah untuk menunaikan
ibadah wukuf karena tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. Ibadah
Wukufnya sendiri dilaksanakan secara singkat dan tetap berada dalam kendaraan.

Permasalahan muncul berkaitan dengan tata cara wukuf bagi jamaah yang termasuk
dalam kategori pada faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu.

B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum safari wukuf?
2. Apa kriteria jamaah haji yang bisa disafariwukufkan?

3. Apa kriteria penyakit yang diderita jamaah haji, sehingga tidak memungkinkan
untuk disafariwukufkan ?

4. Bagaimana hukum jamaah haji mengalami udzur syar’i dan tidak
memungkinkan untuk disafariwukufkan?

C. Ketentuan Hukum

1. Wukuf merupakan rukun haji yang utama dan harus dilaksanakan oleh orang
yang berhaji. Oleh karena itu wukuf di Arafah hukumnya tetap wajib, meskipun
pelaksanaannya dengan safari wukuf.

2. Jamaah haji yang berhak disafariwukufkan ialah jama’ah haji yang menderita
sakit fisik dan/atau mental, serta masih memungkinkan untuk melaksanakan
wukuf, meski dengan bantuan. Hukum melaksanakan wukuf baginya wajib
dengan cara disafariwukufkan.

3. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan ialah:

a. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan
jiwa atau akan memperberat penyakitnya;

b. Menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain;
c. Hilang akal (seperti gila);
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4, Bagi jama’ah yang memiliki udzur syar’i yang tidak memungkinkan
disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada nomor [3], maka hajinya
dibadalkan.

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah SWT:
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Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada
Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu
sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. QS. Al-Bagarah [2]
198
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Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung
(terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang
mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai
di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada
gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah,
yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa)
aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam
bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika
ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa
tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang
kembali. Itulah sepuluh ( hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban
membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar)
Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-
Nya.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An Nasa’i. Abu Daud, Imam Ahmad
yang menyatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling
agung:

41



b ailed 26 300 dog B A Lo D Jotg B3gE JB 5255 o A s 2p
200 g olb o w0 A1 58 B A Tig B o g i

(&W\obj)%?méw&c
Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya menyaksikan
Rasulullah Saw didatangi manusia kemudian bertanya kepadanya mengenai
haji, lalu Rasulullah Saw bersabda: "Inti Haji adalah wukuf di Arafah, barang

siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam'
(waktu sore pada hari Arafah maka hajinya telah sempurna.” (HR. Al-Nasai)

Pendapat Muhammad Mukhtar al Syingithi :
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Orang yang terkena musibah sakit di tengah melaksanakan haji tidak bisa
dihukumi seperti orang ‘muhshar” (terhalang oleh musuh). Dia harus tetap
berihram sampai sembuh. Jika sembuh ada dua keadaan; pertama, masih
menemui waktu wukuf, maka harus melakukan wukuf dan menyempurnakan
manasik. Kedua, telah lewat waktu wukuf, maka dia bertahallul untuk umrah,
membayar dam, dan mengulang hajinya di tahun berikutnya. Baik haji wajib
maupun haji sunnah. (Kitab Syarh Zaad al Mustagna’)
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BADAL MELEMPAR JUMRAH

A. Diskripsi Masalah

Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji wajib
melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari
tasyriq.

Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi tempat
melempar jumrah (jamarat) cukup jauh, terlebih jika jamaah haji menempati tenda
di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditempuh jamaah haji ketika hendak
melempar jumrah menyebabkan banyak jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak
memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya
sudah tua yang jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan
mudarat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan diri untuk
tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakilkan kepada orang lain dalam
melempar jumrah. Tindakan mewakilkan ke orang lain dalam melempar jumrah ini
sering dikenal dengan Badal melempar Jumrah.

B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum badal melempar jumrah?
2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ?

3. Apakah jamaah haji yang membadalkan melempar jumrah terkena kewajiban
membayar dam?

4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajibkan untuk
melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesempatan untuk melempar?

5. Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah?

6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan
badal untuk beberapa orang?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena udzur syar’i,
baik dengan membayar ujrah ataupun tidak membayar.

2. Udzur syar’i yang membolehkan badal melempar jumrah :
a. usia lanjut yang mengalami kesulitan;
b. sakit yang menyebabkan kesulitan;
c. wanita hamil;
d. wanita menyusui;
e. keadaan lain yang mengahalanginya.

43



3. Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib membayar dam.

4. Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudian hilang
udzur syar’inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah lagi, meskipun ada
kesempatan untuk melakukannya.

5. Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:
a. Muslim, akil dan baligh;
b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili (tsigah);

c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang
melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah melempar
jumrah untuk dirinya sendiri;

d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak sedang
melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah pernah
melaksanakan ibadah haji.

6. Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal
untuk beberapa orang.

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt.;
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... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. (QS Al Haj,[22] : 78)
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Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu. (QS. Al Bagarah,[2] : 185)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :
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Dari Jabir ra. berkata; "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan anak-anak,
kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar bersama mereka."
(HR. lbnu Majah)
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il Al Wasithiberkata;
Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy'ats bin shallallahu ‘alaihi
wasallamwar dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; "Ketika kami berhaji
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para
wanita dan melempar mewakili anak-anak.” Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan
hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah
bersepakat bahwasanya seorang wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh
orang lain. Tapi dia harus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya
mengeraskan suara ketika bertalbiyah.” (HR. At-Tirmidzi)

. Sunan Abi Daud nomor 1966

Jog e o IO a1 206 o e o8 o e 1 Bl G
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Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwash dari
ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jumrah dari tengah
bukit, dalam keadaan berkendaraan. Beliau bertakbir bersama setiap
lemparan kerikil. Dan orang yang ada dibelakang menutupi beliau. Kemudian
aku tanyakan mengenai orang tersebut, lalu mereka mengatakan; Al-Fadhl bin
al-Abbas. Orang-orang dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw
bersabda: "Wahai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh

sebagian yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah dengan
kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu Dawud)

Pendapat Ulama
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Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia boleh
mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhaji) atau kepada
orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. (An-Nawawi, Al-
Majmu Syarh al-Muhaddzab)
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PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Tujuan ajaran Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi
tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk
dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau
dianjurkan untuk dijauhi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Islam mensyari’atkan pemeliharaan kesehatan dan
berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat yang beredar di pasaran belum
diketahui kehalalannya.

Di antara bahan pembuatan obat yang diragukan kehalalannya adalah
alkohol/etanol. Padahal alkohol/etanol merupakan bahan baku yang banyak
digunakan dalam memproduksi obat, terutama obat cair yang cara konsumsinya
dengan diminum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009
tentang Hukum Alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamr dan alkohol.
Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai
khamr. Fatwa tersebut menyebutkan khamr adalah setiap minuman yang
memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
Artinya, selain minuman yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr,
walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung
Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa: Minuman beralkohol yang masuk kategori
khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C2HsOH) lebih dari 0.5
%. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya
haram, sedikit ataupun banyak.

Di dalam fatwa-fatwa MUI disebutkan bahwa alkohol bisa dibedakan ke dalam dua
kategori: pertama alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan
hukum khamr yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non khamr
(baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan di produk
non minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Menurut undang-undang, obat dan pangan berbeda definisi. Obat digunakan untuk
penyembuhan, sedangkan pangan dikonsumsi untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari.
Obat dikonsumsi sesuai petunjuk medis dan dosis, sedangkan pangan tidak ada.
Secara peruntukannya, obat yang mengandung alkohol berbeda dengan minuman
beralkohol. Obat dikonsumsi berdasarkan petunjuk medis dan ada dosis.
Penggunaan obat harus ada syaratnya, penggunaannya tidak untuk memabukkan.
Sedangkan, pangan dan minuman tidak ada dosis dan petunjuk medis dalam
mengkonsumsinya.
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Alkohol/Ethanol pada obat umum digunakan sebagai: Pelarut (Kosolven), Pengawet
produk, Memberikan rasa yang tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat
ini, eliksir (obat minum) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun tidak
semua eliksir mengandung alkohol.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari deskripsi masalah muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan
alkohol/etanol untuk bahan produk obat, terutama obat cair. Apakah hukumnya
sama dengan minuman/makanan beralkohol?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat
dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.

2. Obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan ataupun hukumnya.
Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan sedangkan minuman
digunakan untuk konsumsi.

3. Obat cair ataupun non cair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari
khamr, hukumnya haram.

4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non
khamr) untuk bahan obat cair ataupun non cair, hukumnya boleh dengan syarat:

a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.

b. Tidak ada penyalahgunaan.

c. Aman dan sesuai dosis.

d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

5. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat harus melalui sertifikasi halal
yang terpercaya.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah swt.:
s 0 olblhl Jee 5 sy 3N SVl seiddis 2 Gy T G g
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”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan
termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah,[5]: 90)

168/2 ey ..l Yl 2580 3 &l i g
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di

bumi...” (QS Al-Bagarah,[2] : 168).
(195/2 Gahy L ) (,.ﬁimb HERS

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS
Al-Bagarah,[2] : 195)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.;
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Diriwayatkan dari Abu 'Algamah r.a mantan budak sahabat, dan Abdurrahman
bin Abdullah al-Ghafigi r.a bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar r.a
berkata : Rasulullah Saw bersabda : Allah melaknat khamr, peminumnya, yang
menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang Yyang
diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan
kepadanya". (HR. Abu Dawud)
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Diriwayatkan dari lbnu Umar r.a dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda:
"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah
haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia
biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan
meminumnya di akhirat."(HR. Muslim)
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Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a : Setiap minuman yang memabukkan adalah
haram" (HR. Al-Bukhari)
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Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a, Rasulullah Saw bersabda : Sesuatu
yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.(HR. Abu
Dawud)
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : Rasulullah Saw biasa dibuatkan
perasan zabib dalam wadah air minum, kemudian beliau meminumnya pada hari
itu, esok harinya dan lusa, pada waktu sore di hari ketiga beliau masih
menuangkan dan meminumnya, tapi jika masih juga tersisa maka beliau
menumpahkannya. (HR. Muslim)
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Diriwayatkan dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani r.a dia berkata; saya
mendengar Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah Saw dibuatkan perasan nabidz
diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian
meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga
pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jlka
masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya
untuk membuangnya (HR. Muslim).

3. Kaidah Fighiyyah:
BUSRTIT
”Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.
ebA B ey I aaz 13
“Apabila hal yang halal dan yang haram bercampur maka semuanya dianggap
haram”

dlp 2l

“"Kemudaratan itu harus dihilangkan.’
tL.a_S.\ o e adie dulil ¢

“"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan.”

4. Fatwa-Fatwa MUI:
a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan:
Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan
dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-
Dharuriyat Al-Kham.

2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode
pengobatan yang tidak melanggar syariat.

3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib
menggunakan bahan yang suci dan halal.

4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat hukumnya haram.

5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan

hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
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a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu
kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat
mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang
setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah
al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak
dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa
manusia di kemudian hari;

b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan

c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya
bahwa tidak ada obat yang halal.

6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan
luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol:
Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan umum hukumnya haram.

Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.

3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal
dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari
khamr adalah tidak najis.

4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari
khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika
alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.

5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk
makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya haram.

6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan,
minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya: mubah, apabila secara
medis tidak membahayakan.

7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan,
minuman, kosmetika dan obat, hukumnya: haram, apabila secara
medis membahayakan.

c. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang
Mengandung Alkohol/Etanol:

Ketentuan Hukum

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman
yang mengandung alkohol/etanol (C2HsOH) lebih dari 0.5 %.
Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan
hukumnya haram, sedikit atupun banyak.
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Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan, hukumnya:
mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman, hukumnya:
mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar
alkohol/etanol(C2HsOH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak
dikonsumsi  langsung  seperti  flavour, yang mengandung
alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan, hukumnya:
mubabh, apabila secara medis tidak membahayakan.

Penggunaan produk-antara (intermediate product)yang tidak
dikonsumsi  langsung  seperti  flavour, yang mengandung
alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman, hukumnya:
mubabh, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar
alkohol/etanol(C2HsOH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

1.
2.

3.

Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya Haram.
Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih
dari 0.5%, hukumnya haram.

Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol tidak
lebih dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak
membahayakan.

Produk minuman non fermentasi yang mengandung etanoltidak lebih
dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr dan tidak disengaja
ditambahkan, tetapi terbawa dalam salah satu ingredientnya,
hukumnyahalal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti
minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung etanol.

Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol

1.
2.
3.

Sayuran hasil fermentasi secara alamiah, hukumnya halal.
Vinegar/cuka hasil fermentasi tanaman adalah halal.

Vinegar yang dibuat dari khamr yang difermentasi lebih lanjut
menjadi cuka adalah halal dan suci.

Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein, adalah halal.

Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein dengan
penambahan etanolnon khamr untuk tujuan menghentikan proses
fermentasi, adalah halal.

Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang
mengandung etanol dan tidak memabukkan, adalah halal.

Produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan,
adalah haram.
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d. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung
Alkohol/Etanol:

Ketentuan Hukum

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan
penggunaannya hukumnya haram.

2. Produk Kosmetika dalam (masuk ke dalam tubuh) yang mengandung
alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan
termasuk khamr dengan kadar di bawah 0,5 % adalah halal, apabila
secara medis tidak membahayakan.

3. Produk Kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang
mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang
bukan termasuk khamr adalah halal apabila secara medis tidak
membahayakan.

4. Penggunaan alkohol/ethanol pada produk kosmetika luar (tidak
masuk ke dalam tubuh) tidak dibatasi kadarnya, selama ethanol yang
digunakan bukan dari berasal dari khamr dan secara medis tidak
membahayakan.

5. Pendapat para Ulama:
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"lbnu Abbas r.a. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang
memabukkan dari setiap minuman".
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Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan,
baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (An-Nawawi, al-
Majmu’ Syarh al-Muhaddzab)
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“Kata “rijs” dalam terminologi syariat pada umumnya adalah “najis”,
sebagaimana ijma’ ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid
al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan
ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat.
Disebutkan dalam kitab al-Majmu’ bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik,
berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir
pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang
menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka
hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci”.( Khathib as-
Syarbaini, Mughni al-Muhtaj)
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“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyyah), Imam Malik, Imam Abu
Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir
oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru
Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis
(suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang
memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa
najisnya khamar merupakan ijma’” (an-Nawawi, al-Majmu” Syarh al-
Muhadhab)
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“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu
Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan
antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya.
Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut
bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan
sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut
telah sangat mabuk”. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)
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“... Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak
belebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal
lituu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau
madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis
kedua ini, berdasarkan ijma’ adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh,
menurut mazhab kami dan jumhur, booleh meminumnya, selama tidak berubah
menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad
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ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (An-Nawawi, al-
Majmu’Syarh al-Muhazzab)
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“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu
Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan
antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya.
Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut
bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan
sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut
telah sangat mabuk”. (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, him. 462)

2 s o550 dks Lp&uW\MM\Q\J&JJJw(u%d)

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan
bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi
memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-
Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, him, 183)
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“.. Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama.
Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol.
Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan
alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan
lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan
alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr”
(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, him. 413)
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“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang
berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan
untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan
medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol
sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-
Quran’’(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, him. 413)
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“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap
najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram
diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk
minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya
alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut
saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol
tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang
membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam
hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya
yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyyah Shagar, al-Islam wa
Masyakil al-Hayah, him. 45)

Penjelasan dari LP POM MUI :

» Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan
juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol,
dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C2HsOH)
banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat dan
kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan
dikenal dengan nama dagang alkohol.

» Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi
etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non
khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia]
ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP
POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat
celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:

a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
b. perasan apel ialah 0.32 %,
c. perasan anggur ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata
kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah
0.5 %.
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PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi dalam suatu
cairan intra seluler, yang berfungsi sebagai tranportasi, proteksi, dan regulasi. Darah
terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah. Dalam
perkembangan cara pengobatan modern, terdapat berbagai bahan obat yang berasal
dari plasma darah dan turunannya, seperti serum, imunoglobulin, hormon, asam
amino, protein dan albumin. Plasma darah (46 — 63% dari darah) dipisahkan dari
darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah
segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan
plasma darah di lapisan atas.

Serum merupakan bagian plasma tanpa faktor pembekuan darah, mengandung
sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh
seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang
sama (imunitas pasif). Imunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun
yang terkandung dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu
antigen. Pemberian imunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif.

Serum dan imunoglobulin dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh
suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll), sehingga sistem kekebalan tubuhnya
memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya
menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan,
maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis).

Hormon, asam amino, dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma
darah yang juga mempunyai khasiat obat.

B. PERUMUSAN MASALAH
Apa hukum penggunaan plasma darah untuk bahan obat?

C. KETENTUAN HUKUM
1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai

bahan obat dan produk lainnya.

2. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-
sifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah, hukumnya suci dengan
ketentuan:

a. hanya untuk pengobatan dengan penggunaan seperlunya;
b. tidak berasal dari darah manusia;
c. berasal dari darah hewan halal (tidak dari darah hewan haram).
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3. Keputusan pada nomor 2 di atas merupakan salah satu pendapat di antara dua
pendapat, sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hukumnya najis
sama dengan darah.

D. DASAR PENETAPAN
1. Firman Allah SWT :
A g bshea L 5T 8 0,5 of Yy sl b LU ) 231U 1Y
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Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena
sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain
Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang™. (Al-4n’am,[6] : 145)

R

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW,:
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Diriwayatkan dari Asma r.a, beliau bercerita, ada seorang wanita datang
menemui Nabi Saw seraya berkata: Salah seorang diantara kami bajunya
terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Nabi Saw menjawab: koreklah
terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air, lalu dicuci dan,
setelah itu bisa digunakan untuk sholat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila
seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia
mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena

pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat
penawarnya. (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah Ushuliyyah
Loyl S5 32
Darurat itu ada ukurannya
JSI S ds b Vg
Juz (parsial) tidak bidak menghukumi yang kul (menyeluruh/simultan)
Hukum itu berdasarkan ada dan tidaknya illat (kausa hukum)
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4. Pendapat Para Ulama
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Plasma tidak memiliki warna atau rasa darah, berbagai sifat dan kekhususan
darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan
darah, meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga,
ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan maka tidak
akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan

boleh dikonsumsi (Nazih Hammad, al-Mawad al-Muharramah wa al-Najasah fi
al-Ghidza wa al-Dawa)
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Secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga
hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti telur.
Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pai, sup,
puding, roti, produk susu, serta obat-abat untuk anak dan gizi untuk anak, dan
yang dicampur dengan tepung. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan
hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya. (Ali
Muhyiddin al-Ghurrah, al-Qadlaya al-Thibbiyah al-Mu’ashirah)
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Ketua, Sekretaris,
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1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)

2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretarsis merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya’qub, MA. (Anggota)

4. KH. Sulhan (Anggota)

5. Dr. dr. H. Endi Astiwara (Anggota)

6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)
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KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang:

Mengingat:

Memperhatikan:

a.

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum
ljtima Ulama Komisi Fatwa;

bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, giyas, dan dalil-dalil
lain yang muktabar;

. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah-

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VI;

. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiyyah Mu’ashirah

yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia
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5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
ljtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN
Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fighiyyah Mu ashirah) yang meliputi;

(i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;

(i) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban
Pembayaran Zakat;

(ilf) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
(iv) Obyek Zakat Penghasilan;
(v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan

(vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat
Publik,

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

VI.

TENTANG

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KOMISI B 2
TEMA PEMBAHASAN:

Zakat Mal untuk Bantuan Hukum

Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan
Kewajiban Pembayaran Zakat

Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat
Wajib

Obyek Zakat Penghasilan

Status Dana Abadi Umat (DAU)

Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses
Pencalonan Pejabat Publik
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ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi Masalah

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama
yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang
masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka
mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut.
Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa,
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di
persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan
system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat
untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur
litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system
hukum yang lebih berkeadilan

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum
bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56
ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib
menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum
dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhaan
riillnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan
(mustafti) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan
bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem
perundang-undangan agar sesuai dengan syari’ah dam prinsip keadilan?

C. Ketentuan Hukum
1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah
boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;

b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi
(madzlum);

c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan
dengan agama.
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2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin,
dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;

3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan
umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi
sabilillah,;

4. Penyaluran zakat untuk Kkepentingan membangun sistem hukum yang
berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah;

5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana
zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:

a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;

b. Menjamin kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah);

c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt...:

e 35 Gamys B g a4l iy e oty ostel it Ssiza G

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-
Taubah ayat 60)

Osamatl) 14 B alll 425 003 555 o o g

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang
yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :
b3og O 20615 A J3hg TaZE Ol & Y &) ¥ O Bgs ¢ R B oSeyt g
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“Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak
disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. al-
Bukhari dan Riwayat)
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Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah
mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haqg selain Allah dan
bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka
katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima
waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan
kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-
orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka
(HR. Abu Daud)
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Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
Shadagah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima
kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja
(‘amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli
zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin
lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi
hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Ulama
a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul
Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran
harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:
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“Maka keduanya — fakir dan miskin — diberikan harta zakat dengan cara ;
bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa
keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa
bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “

b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid 1V
halaman 145:
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"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-
Nya. Yang dimaksud ‘sabilillah’ ialah orang-orang yang berperang dan
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berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA
memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan,
seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng,
memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang
menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada
kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:
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“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat
(kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ...
seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan
kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka
mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga
kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian — dalam bentuk nilai — lebih
bermanfat kepada kaum fakir*.

Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fighas-Sunnah jilid 1 hal. 394:
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"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian
sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan
pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana
kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum
yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit
militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-
jalan dan meratakannya,membangun jalur kereta api (rel) untuk
kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal
penjelajah, pesaw.at tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz | halaman 344 yang
mengutip Imam al-Qaffal :
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Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli figih, bahwa mereka
memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor
kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun
masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan
bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok
pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan
membolehkan.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian
Zakat untuk Beasiswa.
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TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ULIL AMRI
DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT

A. Diskripsi Masalah

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui
Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara)
melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan
dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum
pelaksanaan pemungutan tersebut. Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN
Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014
tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara,
Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata
Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum
terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik.

Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang
kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa umat Islam,
khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam, untuk membayar zakat
dari penghasilan gajinya. Terhadap pertenyaan tersebut terjadi kontroversi di
tengah masyarakat, ada yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan
untuk itu, dan ada yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan.
Untuk memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah
menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.

B. Perumusan Masalah
1. Apakah Pemerintah (ulil amri) berkewajiban untuk menetapkan aturan yang
mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat?
2. Apakah boleh Pemerintah (ulil amri) melakukan pemotongan langsung gaji
pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan?
3. Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar’i untuk menetapkan aturan
yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.

2. Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar’i untuk
memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara.

3. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip
syariah.

4. Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib
mematuhinya.
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D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt. :
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka. (QS. At Taubah : 103)

2. Hadis Nabi saw.
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Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata : nabi mengutus kepada Umar bin
Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka ibnu jamil, khalid bin Walid dan
Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW. bersabda : ibnu jamil tidak
dengki kecuali dia seorang yang faqgir semoga allah memberi kekayaan
kepadanya, dan adapun Khalid bin Walid maka sesungghnya kalian semua
termasuk orang yang dzalim dan abadi maka katika dia mempertahankan
otoritasnya dan mengadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu
sebagai paman Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya,
kemudian Nabi bersabda : tidakkah kamu cermati bahwa pemen seseorang
itu mirp ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud)
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Dari Az-Zuhri, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia berkata :
Abu Humaid As-Sa’idi berkata Nabi saw. mengangkat seseorang dari suku
Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurusi zakat, tatkala ia datang
kepada Rasulullah saw., ia berkata : “ini untuk anda dan ini dihadiahkan
untuk saya.” Rasulullah SAW. kemudian berdiri diatas mimbar seraya
bersabda : kenapa dengan pekerja zakat yang kita angkat ini datang
kepadaku dan berkata : “ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya”
kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat
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apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad
berada dalam kekuasaanNya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya
sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di
lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan
suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan
ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan,
sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hisyam bin
Urwah menambahi : Abu Humaid berkata : aku telah mendengar dengan
telingaku dan melihat dengan mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin
Tsabit. (HR. al-Bukhari)
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Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah saw. wafat yang
kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada
yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka
(ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al
Khaththab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal
Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi
manusia hingga mereka mgucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa
telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya
kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah.
Maka Abu Bakar Ash-Shidig ra. berkata: Demi Allah, aku pasti akan
memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat,
karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan
membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka
disebabkan keengganan itu. Berkata, 'Umar bin Al Khaththab ra.: Demi
Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu
Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

4. Pendapat Ulama
a. Pendapat Imam al Nawawi dalam al Majmu Syarh al Muhadzdzab, Juz 6
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Pengarang r.a. berkata : wajib bagi imam mengutus seseorang yang
bertanggung jawab untk mengambil zakat, karena Nabi SAW. dan
Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan karena diantara
golongan manusia terdapat orang yang memiliki harta namun ia tak tahu
apa yang wajib atas hartanya itu, dan juga ada orang yang kikir. Maka
oleh karena itu wajib mengutus orang untuk mengambil zakat tersebut,
dan tidaklah seorang imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang
merdeka, adil dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan
amanat.

b. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab al Ahkam al Sulthaniyah
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Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil,maka ada dua pendapat:
salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia bertugas untuk
mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak bagi orang-orang yang
memiliki harta mengeluarkan akat dengan sendirinya, dan jika mereka telah
mengeluarkan zakat tersebut itu maka belum dianggap cukup.

c. Pendapat Imam Al-Syaukani
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Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat ada pada
Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya, berbeda halnya
dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin).

d. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al Haitamy dalam
Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj, Juz 3 hal 345
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(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan zakat
kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang lebih tahu para
mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi secara menyeluruh dan ia tak
terikat oleh siapapun. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat
sendiri, karena terkadang ia memberikan zakat terhadap orang yang tidak
berhak menerima zakat.
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e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam al Mughni, Juz 2 hal 267
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Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang berhak
menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaimana orang yang
memberi hutangan kepada orang yang berhutang dan seperti zakat harta
yang bersifat abstrak karena sesungguhnyamengeluarkan zakat seperti itu

termasuk salah satu macam zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat
yang lain.

f. Pendapat Imam al Dasuqy, Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al Kabir, Juz 1
hal 504
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Jika seorang yang adil menuntut utuk dibayarnya zakat, kemudian ia
mengaku telah mnegeluarkan zakat, maka hal itu tidak dibenarkan
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Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya kepada imam
itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak.

Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil, maka
diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepakatan ulama.

Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini adalah orang yang
mengambil zakat dengan semestinya dan membaginya kepada yang berhak.

E. Rekomendasi :
1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan penunaian
zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa keagamaan sebagai pedoman.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan Insentif Zakat, dengan menjadikan zakat
sebagai pengurang kewajiban pajak.
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Il
MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN
SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB

A. Diskripsi Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok
bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap
muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam
kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci
berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan
sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan umat manusia di mana pun.

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada awal
tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri
Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui
pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang ada
ukurannya. Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar zakat atas
hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu ada pertanyaan
mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan, yaitu apakah
pungutan bulanan atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pemerintah itu
termasuk zakat atau infak atau sedekah.

B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum syarat haul
terpenuhi?
2. Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya di setiap
bulan saat menerima gaji?
3. Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai Nisab di setiap
bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu
tahun.

2. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai
Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan
pembayaran zakat.

3. Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus
sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah
mencapai nisab.
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4. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai
nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai
infak/shodagah berdasarkan perjanjian.

5. Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang
mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib
zakat.

6. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab, baik
sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.

7. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya
telah gugur kewajiban zakatnya.

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah SWT..

WS TR

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Bagarah [2] : 267)

Oy AT W2 B oy iy 535 oligas obs Ll ol 3
¥ 8120 Vg eslas g3 s T ST 18] oF o WL BB S5 GLaE DS

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan
janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am [6] :141)

2. Hadis Nabi saw. :
3 ooy ade B o 200 0 ) e B oy LG O e o) 1l 5
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Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah
Shallallaahu ‘alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat
sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan
keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim)
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Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini. (HR.
Turmudzi 681).

Kaidah Fikih:
Wy e e Lol ot Y Logis 2500 o &le ol 25y S el LIS ol
el b 8 ol Gl 89 sl e LB ot

Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya,
tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan
setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat
wajibnya.
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OBYEK ZAKAT PENGHASILAN

A. Diskripsi Masalah

Menteri Agama Republik Indonesia, Lugman Hakim Syaifuddin dalam salah
satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan
wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rancana itu akan
dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) . Dalam kesempatan itu beliau
menjelaskan bahwa ASN  Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun
mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib
zakat dan akan dipotong setiap bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai
cicilan zakat. Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram
emas adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan 600.000 x 85 =
51.000.000 : 12 = 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam
rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu
meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi pajak, serta
tunjangan Kinerja dan penghasilan lain yang tetap.

Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai
ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada dua persoalan
yang perlu dicermati. Pertama, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan
sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan
mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah saw.. ““ zakat itu dipungut dari
orang kaya”. Apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan
satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? Kedua, apakah dasar
pehitungan itu diambil dari take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak
dipotong zakat?, sementara dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang akan
diinfagkan itu adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan
dihitung dari seluruh penghasilan.

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekeliruan dalam menetapkan
siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi pemotongan terhadap
penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya dia bukan muzakki tetapi adalah
mustahig, maka perlu dijelaskan aturan syari’at tentang syarat harta (kekayaan)
yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur’an
dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang
wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai
satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (al-hajah al- ashliyyah), 5.
bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan).

B. Perumusan Masalah
1. Apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat?
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2.

Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home
pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja?

C. Ketetapan Hukum

1.

Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan

seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara

halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun

tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk

tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok,

tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.

Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan

bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah

penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).

Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi;

a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;

b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan
pendidikannya;

Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada

standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM));

Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah

Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);

Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud

nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib

zakat atau tidak.

D. Dasar Penetapan

1.

Firman Allah swt. ..
by K0 ¥l K0 Al g auis el 5 0,k i ekt

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Bagarah [2]:219)
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Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Bagarah
[2]: 267)
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Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am
[6]:141)

Hadis Nabi saw. ...
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Dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada sayaSa'id bin Al
Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. berkata,: Shadagah
yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya).
Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Imam
Bukhari)
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Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tangan yang diatas lebih baik
dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi
tanggunganmu dan shadagah yang paling baik adalah dari orang yang sudah
cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara
dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan
dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah
mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi
saw. seperti ini. (HR. al-Bukhari)
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Abu Hurairah ra. berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan
berkata,: Wahai Rasulullah, shadagah apakah yang paling besar pahalanya?.
Beliau menjawab: Kamu bershadagah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir,
takut menjadi fagir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu
menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu
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kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu
milik si fulan. (Muttafaq alaih)
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Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri
Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada
ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika
mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas
mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya,
maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadagah (zakat)
dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan
kepada orang-orang faqir mereka. (HR. al-Bukhari)

3. Pendapat Ulama
a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi ‘ala Muslim di kitab al zakah
dan lbnu Hajar al Asgalani di dalam kitab Fath al Bari di kitab al Zakah
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Imam Nawawi berkata : Rasulullah saw.. bersabda : sebaik-baik sedkah adalah
yang tidak bergantung pada poros kekayaan . maksudanya adalah sedekahyang
paling utama ialah sedekah yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa
memanfaatkan hartanya setelah bersedekah dalam ari sedekah yang paling
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utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk kemaslahatan
dan kebutuhannya.keutamaa ini dinisbatkan kepada mereka yang
menyedekahkan seluruh hartanya, karena mungkin saja mereka akan menyesal
akan hal itu, sebab tak ada lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada
saat keadaan membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang
menyedekahkan sebagian hartaya dan menyisihkan sebagian yang lain. la tidak
akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia.

Ibnu Hajar Al-asgolani dalam kitab fathul bari mengatakan : menurut
pendapat yang terpilih arti hadis keutamaan sedekah adalah sedekah yang
dilakukan setelah memenuhi hak diri sendiri, keluarga yang digambarkan
dengan adanya orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah
bersedekah. Arti “tidak butuh” di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi aurat
(berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menjauhkan
dirinya dari marabahaya maka dalam hal ini tidak boleh mendahulukan orang
lain bahkan bisa menjadi haram, karena akan menimbulkan kerusakan
terhadap dirinya. Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya.
Dan ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, maka boleh
mendahulukan orang lain atas dirinya sehingga disebutlah seekahnya sebagai
sedekah yang paling utama karena telah mengatasi kebutuhan-kebutuhannya
dahulu. Dan dengan demikian pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa
dinetralisir.

Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn ‘Abidin jilid 2 halaman 6

3 aobty (Al 3K Yy 58 Ol Wl &Y koY) sl Ul Y

L JS s colyyg o Ol (ol SULSI 4 s S5 ) Bjae

Y e Olsls O asT ) OY ol ax b Ol ab sy

apiny doleg dSTS (il (3 e OLsW &8 Y L adoV ol Sy (B8
W3 g w e sy cady aals e U5 s s Ly Sy

Z

cfm,uga;waawww‘w&wwuwu@;&@
Ll zb) Oldly (o oVTy (Sl 935 2887 (B LYl e SO
Cladl e oty (3 s Wl ) plg ) OB SUSTE o opdly A s
ooy JRll Ul @A VT (T g G ) e e mid
Biion o83 4 O30 (S aie Jodt 0B (el a8y (oS
kel 1 4z gl W 0T LS cagdallS oyl wlsd Sl ) Lz O
FN s 62 e ) BAL) el ke by psallST O

(o e 3 ) e S (2222
(Eag Bgn Joly cilm olall Iyped (8T clslolal iy Olome] JSG Al Lt
we midy ) gl LYl Sl e SLY) e Jed) mis Lo gl

80



Lilly ey Gl A ) oS30y (ol e iy s olly (g
IS o K3

OV iy oty i 13 OLusW 2oV ) OF 1)l S Lo ol (sl
) ol gty T el s A5 0F LWy i1y olely

Logr — 35Vl gl o dlgm pog (a5 CISl) 2l ol tln el
il e g OB (agiid s )l )Yl iy — aasae &L

Pendapat lbnu Abidin : Kami berkata “kebutuhan pokok” itu dikarenakan
manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir tidak ada habisnya.
Khususnya zaman sekarang yang didalamnya hampir menjadikan
kesempurnaan sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai hal yang pokok.
Tidaklah setiap hal yang disenangi manusia dianggap sebagai kebutuhan
pokok karena anak adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi
emas, ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang dimaksud
dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk terus
hidup dalam dunia ini, seperti pangan, sandang , minum dan tempat
tinggalnya. Dan hal-hal lain yang mmbantunya untuk tetap eksis seperti buku-
buku pelajaran dan penunjang dan lain-lain.

Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok dengan tafsiran
yang terperinci, tafsiran itu berbunyi : kebutuhan pokok yang dimaksud adalah
yang mencegah seseorang dari kebinasaan secara nyata seperti nafkah, tempat
tinggal, alat-alat perang, pakaian yang melindungki dikala panas dan dingin.
Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang perlu melunasi
hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga mampu mencegahnya dari
penjara yang didibaratkan seperti kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan,
kendaraan, kitab-kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka
adalah kerusakan.

Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dirham itu tidak ada wujudnya
sebagaimana air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga, maka sama
saja air itu tidak ada. Dan boleh menurut mereke bertayammum (Hasyiyah
Ibnu Abidin..)

Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama menganggap ilmu
sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan
kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak
kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan
yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari
ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan
adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengekangan adalah sebuah
kerusakan.

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan
manusia berubah dab berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan
dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahan hal itu kepada orang
yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah
keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti
istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia
nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya.
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KEDUDUKAN DANA ABADI UMAT SECARA SYARIAH

A. Deskripsi Masalah
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji meliputi: a) setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus; b) nilai
manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d) Dana
Abadi Umat (DAU); dan/atau e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari
hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung Tasikalaya
Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji yang termasuk daftar
tunggu (waiting list) merupakan milik calon jamaah haji; oleh karena logis
pendapat yang dimuat dalam VOA ISLAM yang dinyatakan bahwa DAU menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan dana milik masyarakat karena
karena dana tersebut berasal dari jamaah haji.
DAU merupakan dana operasional BPIH dengan ketentuan hanya hasil
pengembangannya yang digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. DAU
sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beradasarkan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Sedangkan sebelumnya, DAU dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat
(BP DAU) yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari ah?
2. Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan?
3. Bagaimana penggunaan Dana Abadi Umat?

C. Ketentuan Hukum

1. Status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam secara kolektif
dan bukan milik pemerintah.

2. Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan mitigasi resiko
(karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui mekanisme
penjaminan/kafalah atau asuransi).

3. Dana Abadi Umat digunakan untuk kemashlahatan umat Islam baik melalui
penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan,
ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dengan
memprioritaskan peningkatan pelayanan jamaah haji.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT.. dalam ayat-ayat shb:
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampalkan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.(QS. An Nisa [4]:58)
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Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Bagarah
[2]:283)

2. Hadis Rasulullah saw.., antara lain:
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Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada
orang yang mempercayakan (menitipkan) kapadamu dan janganlah engkau berkhianat
kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).
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Dari Abu Huraira, ia merafa’kannya kepaada Nabi, beliau bersabda: aku (allah)
merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang
diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Jika

seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan
antara dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim)

A

3. Pendapat Para ulama, antara lain:
a. Pendapat Imam al-‘Tzz Ibn Abd al-Salam al-Syafi’T dalam Qawd 'id al-Ahkam”
2/75:
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Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya .
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah
kami,sebutkan vyaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah
kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan
hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan
untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqgah
(kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang
akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan
mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis
dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan
janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik".
Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan
pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi.
Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih
diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok
kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau

menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa
manfaat...

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):

EJQYEJMQTUMYwy\&lujbwbw\%‘ﬁbéjwydirlﬁ‘
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Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah
hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa
maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34),
dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang diberi amanah (berupa
kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk
(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram
baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafi dalam Kitab “al-Asybah wa al-Nazhair
halaman 139:
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Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan
wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas
maslahat, maka tidak boleh.

Pendapat Al Romli dan Al Syarbini

c s Jo gy i Rl Jlad b o ae o BESYT SE JU g
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“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya,
dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut,
disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (al-
Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr,
1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj,
[Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz 11, h. 376);
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VI
PERMINTAAN DAN ATAU PEMBERIAN IMBALAN
ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK

A. DESKRIPSI MASALAH

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki posisi dan peranan
yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang
berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur
dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh
lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan
yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang
mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik
transaksional, dan suatu deal illegal yang belakangan dikenal sebagai mahar
politik.

Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun
dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai
Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses
pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, “Setiap
orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau
gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan
Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi untuk
yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan ditambah denda
maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada saja yang berani melakukam praktik
mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa
calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri
sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyetor namun akhirnya
tidak dipilih.

Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal financial yang cukup akan
kesulitan memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan,
seseorang yang hendak melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan
transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai “mahar politik”. Demikian
sebaliknya, tidak jarang partai politik mau mengusung calon tertentu dengan
syarat memberikan imbalan.

Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah
masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti adalah hal biasa. Di sini
lain, ada pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hokum memberi dan
menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukan jabatan public
seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.
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B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai
calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan
publik lain?

2. Apa hukum memberi imbalan kepada seseorang atau lembaga agar dapat
mengusungnya sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan,
kepala daerah, dan jabatan public lain?

3. Bagaimana status hukum imbalan yang sudah diterima?

C. KETENTUAN HUKUM
1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun

terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal
diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan
kewenanganya hukumnya haram, karena masuk kategori risywah (suap) atau
pembuka jalan risywah.

2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih
sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala
pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui
memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka
hukumnya haram.

3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon
anggota legislative, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala
daerah, dan jabatan public lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas
dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.

4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu
jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan
kemaslahatan umum.

D. DASAR PENETAPAN
1. Al-Quran
a. Firman Allah SWT.. dalam QS Al- Baqarah ayat 188 :
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"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di

antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

mengetahui” (QS. al-Ba-garah [2]: 188).

b. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Nisa ayat 29:

(29 @ slady... by 2K 2Kl gl § e 5.0 L

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta
sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).
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c. Firman Allah SWT.. dalam QS. Ali ‘Imran ayat 161:

(161 : oe J7 2l 335 22 G o il 255,

. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

"

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:
a. Hadis tentang larangan meminta jabatan

Gl el alles 2 o Gkl O SBB Uy SRS Y B 3 M A

e e st dles 2o sl b
‘Wahai  Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan
pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau
memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu.
Namun apabil jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu

maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya’,” (HR Bukhori
[7147] dan Muslim [16522])

b. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim terkait tanggung
jawab kepemimpinan:

-
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Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. bersabda: jika amanah disia-siakan
maka tunggulah datangnya kehancuran. la bertanya: bagaimana menyia-
nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya,
maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)
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Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW.: kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim)
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Dari Abi Dzarr rai a berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw.,
mengapa tidak mempekerjakan saya?, ia lantas berkata: “Rasulullah
saw. memukul pinggulku lantas bersabda: “Wahai Abi Dzarr, engkau
orang yang lemah, sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan ia di
hari kiamat akan melahirkan kerugian dan penyesalan kecuali orang

i
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yang mengemban sesuai kompetensinya dan menunaikan amanah
tersebut secara baik” (HR. Muslim)
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Seorang pemimpin muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk
(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka
tidak akan masuk surga. (HR. Muslim)

Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim terkait dengan hadiah
yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang memang menjadi tugas
dan kewajibannya :
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Rasulullah saw. mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah
menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw.:
Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu
Rasul saw. berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja
di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah
atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah
salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang
layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang
karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia
mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku.
Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah
dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam
genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia
akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia
korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa
suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa
suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari
Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah
menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah
mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’

89


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=2390#docu

Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu
bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR Al-Bukhari).

d. Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi dan Imam Ahmad yang melarang
risywah:
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Rasulullah telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam
putusan. Telah dikatakan dalam bab riwayat dari abdullah bin umar dan
aisyah dan ibnu hadidah dan ummu salamah, abu isa berkata : hadis abu
hurairah itu hasan shahih, dan diriwayatkan hadis ini dari abi salamah bin
abdurrahman dari abdullah bin umar dari Nabi SAW.. Dan diriwayatkan
dari abi salamah dari bapaknya dari Nabi SAW., dan tidak sah, berkata dan
mendengar abdullah bin abdurrahman berkata hadis abi salamah dari
abdullah bin umar dari Nabi SAW. itu lebih bagus, dan dalam bab ini itu
lebih shahih ( riwayat tirmidzi dari abu hurairah, beberapa hukum dari
Rasulullah SAW.)

Rasulullah  SAW. telah melaknat penyuap dan yang menerima
suap(diriwayatkan termidzi dari abdullah bin umar, abu isa berkata hadis
ini hasan shahih)

Rasulullah SAW. berkata : Allah melaknat penyuap orang yang menerima
suap dan orang yang minta suap dalam putusan hukum( diriwayatkan
ahmad dalam musnadnya dan imam empat dari abi hurairah)
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Diriwayatkan dari ibnu mas’ud, sesungguhnya ia dimintai sesuatu di
daerah habasyah, maka ia memberi dua dinar maka ia diberi jalan. Dan
diriwayatkan dari jamaah para imam tabiian, mereka berkata : lelaki itu
membuat diri sendir dan hartanya dikhawatirkan kedzaliman

4. Kaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan jalan melarang pemberian yang hukum
asalnya mubah tetapi bisa membuka pintu korupsi yang diharamkan.

5. Kaedah Fighiyah :
Sas) m5 34xf pau

“Sesuatu yang haram mengambilanya haram pula memberikannya.”

6. Pendapat Ulama :

a. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salam al-Syafi’T dalam Qawd 'id al-
Ahkam” 2/75:
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Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya .
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang
telah kami,sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk
mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan
kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik
saat ada kemampuan untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu
menyebabkan masyaqgah (kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka
memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti
yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu
dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama.
Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu
mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau
berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan

pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih
baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum
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muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan
khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan
segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan
maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):
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Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari
khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali
yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman
Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang
diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak
bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi
nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafi dalam Kitab “al-Asybah wa al-
Nazhair halaman 139:
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Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta

warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak
dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

7. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah
(Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada
tanggal 23 — 27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25 — 29 Juli 2000 M.

E. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien,
system politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas,
serta menutup dan menghentikan system politik biaya tinggi yang akhirnya
terjebak pada perilaku koruptif, sehingga aktifitas politik didominasi oleh
kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata.

2. Perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktek money
politic, suap, dan transaksi illegal dalam proses pencalonan dan/atau
pemilihan pejabat public seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif,
anggota BPK, hakim agung, dan pejabat negara lainnya.
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3. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak
terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

Pimpinan Sidang Komisi B 2

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA. Miftahul Huda, Lc.

Ketua Sekretaris

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)

2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretarsis merangkap Anggota)
3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)

4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)

5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)

6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)

7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)

8. KH. Hasan Basri (Anggota)

9. KH. Tajudin (Anggota)
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KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(MASAIL QANUNIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang:

Mengingat:

Memperhatikan:

a.

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum
Ijtima Ulama Komisi Fatwa;

bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, giyas, dan dalil-dalil
lain yang muktabar;

Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah-
mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

Penjelasan Ketua Tim Materi ljtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia VI;

Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiyyah Mu’ashirah
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia

. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
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MEMUTUSKAN
Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail
Qanuniyah) yang meliputi;
(1) Pedoman Umum Pensyar’ian Peraturan Perundang-Undangan;
(i) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
(ili)  Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,
(iv)  Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
(v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
(vi)  Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,

(vil)  Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan
Pesantren (LPKP),

(viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan
Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan YME,

(ixX)  Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan,
setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang
Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail Qanuniyah);

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

1.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

TENTANG

MASAIL QANUNIYAH
(MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KOMISI C

TEMA PEMBAHASAN:

Pedoman Umum Pensyar’ian Peraturan Perundang-Undangan

Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan

Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual
Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol
Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT

Pandangan MUI Tentang RUU HMPA

Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan
Dan Pesantren (LPKP)

Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU
Perkawinan
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|
PEDOMAN UMUM PENSYAR’IAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar Pemikiran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah “Berkat rahmat Allah
yang Maha Kuasa,” dan “didorongkan oleh keinginan luhur [bangsa Indonesia]
sendiri supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.” Masih menurut UUD NRI
1945 juga, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

Apabila rumusan di atas kita fahami dengan menggunakan pendekatan ilmu
munasabah (korelasi) dalam hal ini korelasi inter bagian konstitusi, maka dapatlah
dikemukakan pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus
negara beragama. Dengan kalimat lain, Indonesia adalah negara hukum yang
beragama; dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum.

Prinsip negara beragama dan negara hukum, ini sangat sejiwa dan sebangun dengan
prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah serta terbentang dalam praktik nyata kebangsaan dan kenegaraan bangsa-
bangsa muslim di seluruh dunia, melalui kesepakatan/consensus bersama anak
bangsa (al-ijma’) maupun analogi (al-giyas) antara negara yang satu dengan negara
yang lain. Termasuk untuk menjadikan dalil-dalil hukum yang lain-lain (al-istihsan,
al-mashlahah, sadd au fath al-dzari’ah) dan lain-lain yang secara umum dan
keseluruhan diakui oleh dalil-dalil hukum Islam (adillah al-ahkam) selama
bersesuaian dengan sumber utamanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis).

Hukum, dalam perspektif ilmu hukum modern sekarang ini, pengertiannya hampir
atau bahkan lazim disamakan dengan hukum tertulis (written law) atau tepatnya
peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Sebagai negara hukum
yang beragama dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum (undang-
undang), Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum termasuk tentunya sistem
hukum Islam yang bersama-sama sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat oleh
ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama difungsikan sebagai sumber
hukum dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum nasional Indonesia.

Sungguhpun konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain tetap mengakui
eksistensi hukum yang hidup (figh al-hayah; liveng law), namun seiring dan selaju
dengan perkembangan dan doktrin ilmu hukum modern yang lebih mengutamakan
hukum tertulis (written law), pengertian hukum dewasa ini hampir diidentikkan
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atau bahkan disamakan benar dengan hukum tertulis tepatnya peraturan perundang-
undangan.

6. Sesuai dengan Qur’an, Hadis dan praktik ketatanegaraan di berbagai dunia Islam,
maka sudah saatnya umat Islam Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dalam hal ini Komisi Fatwa dan lain-lain, mutlak perlu mengarahkan
perhatian yang lebih serius dan fokus terhadap semua dan setiap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk berpartisipasi aktif
dalam mencermati dan mengawal rancangan undang-undang (RUU) terutama yang
secara langsung beririsan dengan sistem hukum Islam.

7. Guna melakukan tugas-tugas tersebut, panitia Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VI
se- Indonesia (Komisi Qanuniyah) memandang perlu membuat pedoman dasar dan
pokok sebagai kisi-kisi pemandu untuk mencermati peraturan perundang-undangan
dimaksud. Terutama yang telah diamanatkan oleh panitia pelaksana Ijtima’ Sanawi
itu sendiri.

8. Beberapa pedoman dasar dan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Seberapa dapat diupayakan agar pada setiap (rancangan) undang-undang
dan/atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan lainnya, selalu ada diktum
(pasal atau minimal ayat) tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain ini
harus/wajib mengindahkan nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan
kesusilaan;

b. Setiap peraturan perundang-undangan, wajib menjunjung tinggi asas
kemanfaatan/ kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas;

€. Pensyar’ian perundang-undangan sedapat mungkin menggunakan pendekatan
formalistic — substantive. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka pendekatan
substantive menjadi pilihan utama;

d. Pensyar’ian sebagaimana dimaksud pada point ¢ menggunakan bahasa/istilah
hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, kecuali yang
tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang tepat, atau atas alasan
lain yang memandang penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri.

Demikian pedoman dasar dan pokok terkait upaya pensyar’ian peraturan perundang-
undangan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk dijadikan bahan diskusi berikut
perbaikan, pelengkapan dan penyempurnaannya dari hadirin sekalian.
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1.

2.

I
PANDANGAN MUI TENTANG
RUU PERTEMBAKAUAN

Tinjauan Umum

Pada dasarnya RUU Pertembakauan dengan prinsip demi upaya pengelolaan
tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan menjadi sumber
kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia dalam
memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta merupakan
penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai
pilar ekonomi dan peningkatan hasil negara;

Pembahasan RUU Pertembakauan harus dilakukan secara komprehensif dan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

Tinjauan RUU Pertembakauan

Perlunya penjelasan pada Pasal 3, huruf h. tentang pengelolaan pertembakauan
bertujuan “melindungi kesehatan masyarakat”. Juga yang tercantun dalam Pasal
45 ayat (1) tentang “Pengendalian konsumsi produk tembakau dilakukan untuk
melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara”.

Pada Pasal 8, apakah sudah disiapkan draft peraturan perundangannya untuk
mewujudkan tujuan pengelolaan pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, juga Pemerintah menyusun rencana induk budidaya tembakau dan
pembangunan IHT. Demikian halnya kebijakan budidaya tembakau dan IHT
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun? Sehingga ketika sudah terwujud
Undang-Undang masih menunggu waktu yang lama dalam meralisasikan karena
tidak dan/atau belum terbentuk peraturan yang mendukungnya.

Perlunya realisasi dari pemerintah dan pengawasan masyarakat luas terhadap
Pasal 9, ayat (1) dan (2) yang menyatakan budidaya tembakau dilaksanakan oleh
perorangan dan badan hukum bukan merupakan perusahaan yang dimiliki
penanam modal asing (PMA), juga yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (3), (4)
dan (5) mengenai izin usaha harus diberikan kepada perorangan warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan merupakan perusahaan yang
dimiliki penanam modal asing. PMA dilarang melakukan pembelian tembakau
secara langsung dari petani, serta dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran.
Pasal 23, mengenai impor tembakau dan izin impor serta realisasi lainnya dalam
mendukung dan mengamalkan serta menegakkannya.

Pasal 41 bertentangan dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai kepemilikan
usaha, di mana dalam Pasal ini PMA diberikan hak kepemilikan usaha,
walaupun paling banyak 30%. Oleh karenanya, perrlu adanya sinkronisasi antara
Pasal 41 ini dengan Pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 9 dan 17.
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e Pada Pasal 43, siapa yang dimaksud Daerah? Apakah Pemerintah Daerah yang
berhak menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau?

3. Tinjauan Hukum
e RUU Pertembakauan ini harus segera diwujudkan sebagai Undang-Undang,
karena sebelum menjadi Undang-Undang, RUU belum mengikat secara hukum.
e RUU Pertembakauan ini harus mengatur lebih tegas tentang sanksi pidana
sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 sampai Pasal 69, perlu adanya tambahan
waktu bagi para pelanggarnya, karena masih terlalu ringan.

4. Usulan

e Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang untuk
menjadikan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IIl Tahun 2009
tentang Hukum Merokok sebagai salah satu bahan dalam penyusunan norma
UU, yang antara lain memuat:

o Larangan merokok bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum
o Aturan untuk menjadikan tembakau untuk bahan produk lain di luar
kegunaan untuk rokok

e Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang harus
bersikap tegas dan adil dalam mengamalkan Undang-undang demi kepentingan
masyarakat.

e Mendorong agar RUU ini segera menjadi Undang-Undang dengan
memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya dari MUI sebagai
bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.

o Kepemilikan usaha pertembakauan harus secara tegas tidak diperkanankan bagi
penanaman modal asing (PMA).

5. Usulan Internal
Masukan dari sidang pleno, bahwa masalah RUU tentang Pertembakauan terkait
dengan hukum merokok sebagaimana diputuskan dalam Ijtima Ulama tahun 2009 di
Padang Panjang berupa perluasan cakupan keharaman merokok bagi tenaga
pendidik dan tenaga medis akan dibahas di dalam sidang Komisi Fatwa
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1.

i
PANDANGAN MUI TENTANG
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan
seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3
perempuan usia antara 15 -65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh
pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas
Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan
(CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban
kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017)
kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi
setelah kekerasan fisik di mana incest merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus
tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi di manapun - baik di ruang publik, di
komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga - merupakan tindakan yang
diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan
beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas
hadirnya negara melalui berbagai instrumen untuk memberikan perlindungan
kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan,
pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan bagi korban, sesuai
kaidah fighiyah "tasharruful imam ‘ala arra'iyyah manuthun bil mashlahah".

MUI memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan
bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus
terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi
korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan
dharar dan dhirar kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik,
psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi
kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga, serta runtuhnya
sendi-sendi keadaban bangsa.

MUI berpandangan bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada
kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum
komprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan
seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi pelaku.
KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau
kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi
paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan
seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun
2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga.
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UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU
Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau korban
perempuan dan laki-laki dewasa. Di samping keterbatasan jangkauan ini, UU yang
ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui
keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum
memberikan jaminan pemulihan pada korban.

MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas sebagian besar telah
diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu
memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk
memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat
ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangan masyarakat dan bangsa
yang lebih berkemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hal penting yang perlu
mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:

a. Definisi kekerasan seksual perlu diubah dan disederhanakan, tidak menggunakan
kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang
berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar
pembentukan UU itu sendiri.

b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang
jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak
multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk
dharar-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami
masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat
yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah
tafsir oleh aparat penegak hukum di lapangan.

c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan
suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan
bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri
yang tidak diharamkan oleh syariat agama.

d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam
bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait
agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan
harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk
lembaga pendidikan agama. Edukasi dalam pencegahan perlu disampaikan juga
dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.

e. Norma-norma pidana dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban,
memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang
dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (al-mukrah atau
al-madhghuth).
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f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih

pembenaran perilaku seks sejenis dan zina yang secara jelas dan tegas dilarang
agama.

Rekomendasi

Peserta sidang menyetujui naskah yang ada dengan catatan sebagai berikut:

a. Perlu dirumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan
penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum disahkan;

b. Pemerintah dan DPR agar mengutamakan aspek preventif terhadap hal-hal yang
menimbulkan rangsangan seksual dan upaya pencegahannya, antara lain tentang
berbusana yang menimbulkan peluang terjadinya tindak kekerasan seksual;

c. lIstilah kekerasan seksual diubah menjadi kejahatan seksual.
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v
PANDANGAN TENTANG
RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Tinjauan Umum

a. Minuman beralkohol (minol) merupakan salah satu masalah bangsa yang sangat
meresahkan. Dengan konsumsi alkohol maka terjadi kerusakan pada jiwa,
pikiran, dan raga manusia Indonesia. Dampaknya juga berat bagi kehidupan
pribadi yang merusak masa depan dan peluang aktivitas dan kerjanya, merusak
keharmonisan keluarga, mengurangi pendapatan keluarga dan menganggu
keuangan keluarga. Selain itu juga pelaku sangat berpotensi mengganggu
ketenangan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Bahkan pelaku yang telah
mabuk karena minuman beralkohol dapat menjadi pelaku kejahatan tanpa
sepenuhnya disadari dan akhirnya berujung di penjara.

b. Permasalahan makin berat dengan maraknya penggunaan minuman beralkohol
oplosan akhir-akhir ini. Banyak sekali nyawa anak-anak muda yang harus lepas
dari raganya akibat miras oplosan di berbagai daerah. Mereka menjadi korban
sia-sia minol. Data ini belum termasuk anak-anak muda yang menjadi pelanggan
miras oplosan namun belum meninggal akibat minol.

c. Kebutuhan agar negara melindungi warga negaranya dari kejahatan minol dan
miras oplosan merupakan kebutuhan setiap warga negara dari semua latar
belakang agama, suku, daerah, golongan dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia
harus diselamatkan, dilindungi dari kejahatan minol dan miras oplosan tersebut.
Di sisi lain, menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk meminimalkan dan
memberantas kejahatan minol dan miras oplosan ini sekuat-kuatnya agar tidak
merusak masyarakat luas.

d. Atas dasar itu MUI sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi
dengan munculnya usul inisiatif DPR yang mengajukan RUU Larangan
Minuman Beralkohol. Hanya saja sayang sekali pembahasan RUU ini terkesan
sangat lambat dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. RUU ini telah
dibahas beberapa tahun namun belum ada kemajuan materi yang dibahas. Di sisi
lain, kejahatan minol dan miras oplosan terus memakan korbannya, para
generasi muda dan anak-anak bangsa yang seharusnya tidak jatuh ke pelukan
minuman memabukkan dan membahayakan tersebut.

2. Prinsip Umum
a. Judul RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sangat tepat dengan
pertimbangan sebagai berikut:
1) Merujuk pada norma agama, maka semua agama pada dasarnya
melarang minuman beralkohol (minol).
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2)

3)

4)

Prinsip utama RUU ini hendaknya: melarang dengan pengecualian,
bukan pengaturan dengan pembatasan atau pengendalian dengan
pembatasan. Prinsip ini berarti yang diutamakan adalah pelarangan,
namun dengan mempertimbangkan berbagai hal dan aspek, ada
pengecualian bagi peredaran dan konsumsi minol, umpama untuk
kepentingan ritual adat tertentu yang mengharuskan menggunakan
minol; warga masyarakat dan wisatawan pengguna minol; dan hanya
dijual di lokasi-lokasi tertentu dan terbatas.

Dari segi kesehatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang
Kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA (Narkotika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan NAPZA
menjurus pada timbulnya ketergantungan (adiktif) yaitu suatu pola
maladaptif dan menimbulkan sindrom yang secara klinis serta disertai
adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu. Konsumsi minuman
beralkohol merusak kesehaan baik fisik maupun mental. Alkohol
menancam organ tubuh  seperti hati, jantung, pangkreas, saluran
cerna,sampai susunan saraf pusat. Bukan hanya membahayakan
kesehatan, dalam berbagai kasus terus terjadi jatuhnya korban jiwa akibat
mengkonsumsi minuman beralkohol.

Aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan agar
minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman
beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan
menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi
minuman beralkohol dan jatuhnya korban jiwa secara terus-menrus di
berbagai daerah. Kebutuhan adanya payung hukum yang secara tegas
melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang hendak
mengatur dan melarang minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat
ini kurang lebih 351 Pemda memiliki Perda yang semangatnya melarang
Minuman Beralkohol.

b. Selama ini dengan regulasi yang ada dengan kerangka pemikiran berupa

“Pengendalian Minuman Beralkohol” sangat tidak efektif implementasinya
dan terkesan ada kelonggaran dan bahkan pembiaran merajalelanya
produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Langkah lebih tegas
harus ditempuh, yakni pelarangan dengan pengecualian. Untuk itu, judul
RUU ini tetap menggunakan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol;
bukan Pengendalian Minuman Beralkohol.

3. Masukan materi RUU

a.

Pasal 1, Ketentuan umum mengenai definisi minuman beralkohol pada
prinsipnya sudah sejalan dengan ruang lingkup dan pengertian minuman
beralkohol dalam fatwa MUI.

Berkenaan dengan tujuan pengaturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 RUU
sudah sesuai dengan semangat pembentukan undang-undang ini Yyaitu
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melindungi masyarakat, menyadarkan bahaya Minol dan menciptakan
ketertiban masyarakat.

Ketentuan Pasal 4 RUU, tentang Kkategorisasi Minuman Beralkohol
berdasarkan kadar kandungan alkohol di dalamnya yang mencakup golongan
A (1%-5%); B (5%-20%) dan C (20%-55%). Beberapa contoh produk yang
masuk golongan tesebut adalah Bir (5-8%); Wisky (40-55%); Vodka (40-
55%); Brandy (40-50%); Gin (35-40%). Sedangkan Minuman beralkohol
tradisional, seperti arak, tuak, ciu, legen, Brem (tidak diketahui kadarnya).
Hanya saja masih perlu dipertegas apakah sudah mencakup semua golongan
minuman beralkohol. Bagi MUI berapapun kadarnya adalah haram, sehingga
yang berkadar 0,1 s/d 1% juga perlu dimasukan sebagai klasifikasi yang
dilarang.

Substansi pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7
RUU, mencakup Kkegiatan memproduksi, memasukkan, menyimpan,
mengedarkan, dan/atau menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol
golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan
Minuman Beralkohol campuran atau racikan. Penggolongan minimal
berakohol ini sejalan dengan norma hukum yang berlaku (iusconstitutum).
Faktanya, dalam implementasinya tidak berjalan efekif. Sebaliknya
penyalahgunaan baik pada aspek produksi, penjualan, distribusi dan konsumsi
semakin marak dan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, khususnya
generasi muda. Kenyataan ini semakin menguatkan pentingnya adanya
undang-undang tentang Larangan Minuman Berakohol.

Kegiatan pengawasan dan Pembentukan Tim Pengawas (Pasal 10 sampai
dengan Pasal 16) perlu diperkuat agar tugas-tugas pengawasan dan penindakan
serta penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, karena selama ini
pengawasan tidak berjalan efektif. MUI berpandangan perlunya melibatkan
para tokoh agama dan tokoh pemuda dalam susunan tim pengawas, untuk
mendorong partisipasi berbagai stakeholders dan mengoptimalkan kinerja
pengawasan Minuman Beralkohol.

Sebagai konsekuensi adanya pelarangan, bagi yang melanggar diancam
dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai
dengan Pasal 21 RUU. MUI setuju dengan catatan masih terbuka untuk
disempurnakan, khususnya berkenaan dengan lama jangka waktu pidana
maupun besaran dendanya. Untuk yang mengkonsumsi di luar yang ditentukan
dalam pengecualian, hukumannya perlu mempertimbangkan aspek pembinaan
dan rehabilitasi. Hal ini mengacu pada konsep pidana dalam RUU KUHP yang
akan berlaku ke depan, yang mengenal adanya pidana kerja sosial,

Mengingat pidana penjara tidak mampu memberikan efek jera di samping
keterbatasan lembaga pemasyarakatan dalam menampung para terpidana,
maka cukup alasan untuk mempertimbangkan pidana cambuk sebagai
alternatif hukumannya.
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4. DPR-Pemerintah Lebih Aktif Membahas RUU ini

a. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Larangan
Minuman Beralkohol ini secara serius, mendalam, terjadwal dan mempunyai
target waktu penyelesaian dan pengesahannya sebelum berakhirnya tahun 2018.

b. Dalam pembahasan RUU tersebut, agar DPR dan Pemerintah mengundang para
tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan pihak-pihak pemangku kepentingan
lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan menjadi UU benar-benar memenuhi
cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa.
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\Y
PANDANGAN TENTANG
KRIMINALISASI TERHADAP LGBT

1. Tinjauan Umum

a.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah
produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan hasil dari
konkordinasi atas Wetboek van Strafecht dari KUHP Belanda sejak tahun 1886,
dalam pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, yang rumusannya tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia .

Pengertian makna zina dalam KUHP hanya terbatas yang dilakukan antara laki-
laki dan perempuan yang masih dalam perkawinan, sementara menurut ajaran
Islam zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang
tidak terikat oleh hubungan perkawinan.

Hukum perbuatan zina dalam Islam adalah haram sesuai dengan Alguran surat
al-Nur ayat 2, dan pelakunya mendapat hukuman. Secara sosiologis, zina dalam
kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang
tidak sah di luar lembaga pernikahan.

Saat ini DPR bersama Pemerintah tengah membahas RUU Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diharapkan menjadi pengganti KUHP
yang ada saat ini.

Salah satu fokus perhatian MUI adalah makin berkembangnya paham dan
penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender). Kenyataan ini sangat
memprihatinkan karena keempat hal tersebut adalah bertentangan dengan ajaran
agama, kesusilaan, kesopanan dan kepatutan.

Di sisi lain, penyebaran paham dan penganut LGBT cukup cepat. Makin hari
makin banyak penganut dan pelaku paham ini. Hal ini tentu saja tidak boleh
dibiarkan karena dampak kemudharatannya sangat besar, baik untuk lingkup
pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat, hingga bangsa dan negara. LGBT
juga membahayakan dan merusak kesehatan, pendidikan, kejiwaan, moral, dan
hubungan sosial.

2. Hukum dan Pengaturan LGBT

a.

C.

Hukum perbuatan LGBT dalam Islam adalah haram. Hal ini berdasarkan ayat
Alquran yang melaknat kaum Nabi Luth as. yang melakukan perbuatan seks
sesama jenis (homo), (Q.S Al-Syu’ara: 165-166, Al-Naml: 54-55 dan Al-A’raf:
80-81).

LGBT tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LGBT merupakan kelompok yang tidak dibenarkan dalam semua agama.
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d. Saat ini dengan KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda, LGBT belum
termasuk kategori tindak pidana. Sementara dampak kerusakan akibat LGBT
sudah jelas dan terang benderang dalam kehidupan nyata.

e. Para pejuang anti LGBT pernah mengajukan permohonan pengujian UU KUHP
terkait dengan LGBT ini. Para pemohon tersebut mohon MK dapat memperluas
pengertian beberapa pasal kesusilaan yang ada dalam KUHP agar mencakup
juga pelaku LGBT. Namun sayang, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh
hakim MK. MUI memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada para
pemohon perluasan makna pasal-pasal kesusilaan KUHP tersebut dan
menyayangkan putusan MK.

3. Rekomendasi

a. Mendukung DPR dan Pemerintah untuk membahas, menyelesaikan, dan
mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang sebelum berakhirnya tahun
2018, karena keberadaan undang-undang ini sangat mendesak dan LGBT
merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan semua agama, serta
tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Terkait dengan pembahasan pasal-pasal kesusilaan yang ada dalam RUU KUHP,
perilaku LGBT adalah perbuatan pidana. Dengan demikian, dalam RUU KUHP
ini agar dimasukkan;

1) perbuatan hubungan seks sesama jenis adalah tindak pidana;

2) perbuatan zina (hubungan bukan suami istri yang sah), tidak memandang
status pelakunya sudah menikah atau belum, adalah tindak pidana;

3) perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki adalah tindak
pidana;

4) pencabulan orang dewasa terhadap anak-anak sesama jenis adalah tindak
pidana, tanpa pembatasan umur.
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Vi
PANDANGAN TENTANG
RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (HMPA)
BIDANG PERKAWINAN

Judul Draft : Undang-undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Hukum

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Autentisitas Teks . Draft ini sebagai bahasan rumusan rapat Tim kecil Anggota

BPP HI tanggal 18-20 Agustus 2003 dan masukan-masukan
dari hasil sosialisasi beberapa Pengadilan Tinggi Agama
(PTA)

Substansi Draft yang Kontroversial:

1.

Dalam pertimbangan sosiologis, dijelaskan bahwa draft ini merupakan amanah dari
pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perlunya
Undang-undang Perkawinan untuk masing-masing golongan agama sebagai
kekhususan sesuai hukum agama masing-masing.

Penegasan secara eksplisit mengenai wajibnya pencatatan perkawinan (pasal 4)
perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 5), dan
perkawinan di bawah tangan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa
denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-
lamanya 3 bulan (pasal 14 [1]).

Umur/usia pihak yang akan menikah adalah maksimal 21 tahun (laki-laki/calon
suami dan 18 tahun perempuan/calon isteri) (pasal 14); ketentuan ini berbeda
dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (yang menetapkan
16 tahun sebagai usia minimal bagi calon isteri)

Bolehnya beristeri lebih dari seorang (poligini) (pasal 47) dengan syarat terlebih
dahulu memperoleh izin dari Pengadilan (pasal 48 [1]); poligini tanpa izin dari
Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 48 [3]); dan diancam pidana
pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah
atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [2])

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 10 [7]); dan
menceraikan isteri di luar pengadilan ditetapkan sebagai tindak pidana pelanggaran
yang diancam dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah
atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14.[3].

Terdapatnya pasal 97 mengenai perlindungan anak: yaitu semua biaya
pemeliharaan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya (jika terjadi talak); dan
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apabila ayahnya meninggal, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ahli
waris ayahnya.

Rekomendasi:

1. Terkait dengan draft RUU di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.

tentang usia minimal perkawinan, usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19

tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Kita;

sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama tahun 2006 di Gontor yang menyatakan:

1) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang,
sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sad al
dzari’ah);

2) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat
dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat;

maka perkawinan di bawah tangan (nikah tidak dicatat PPN) dapat diatur lebih

lanjut di dalam undang-undang HMPA ini dengan mempertimbangkan kondisi

faktual yang ada di masyarkat, misalnya; masyarakat pedalaman yang sulit

mengakses kantor petugas pencatat nikah.

Sesuai Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak”, maka perceraian di luar pengadilan dapat diatur lebih lanjut di

dalam undang-undang HMPA.

Sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

poligini tanpa izin pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang

HMPA.

Petugas Pencatat Nikah yang melakukan proses pernikahan yang tidak sesuai

dengan syarat dan rukun pernikahan dapat dikenai pidana dan diatur lebih lanjut

di dalam undang-undang HMPA.

perluasan cakupan kekuasaan absolut Pengadilan dalam lingkungan peradilan

agama; Yyaitu kewenangan memeriksa, memutus, dan mengeksekusi pidana

perkawinan.

Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pidana dan diatur lebih lanjut di
dalam undang-undang HMPA.

Mendorong Pemerintah Rl dan DPR agar draft tersebut dimasukkan ke dalam

Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi
undang-undang dengan melibatkan para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan
pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan
menjadi UU benar-benar memenuhi cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa
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Vil

PANDANGAN TENTANG
RUU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN
(LPKP)

1. Secara umum inisiatif DPR RI yang telah menjadikan RUU ini masuk
dalam Prolegnas patut diapresiasi. Ini merupakan political will yang perlu
didukung agar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren memperoleh
pengakuan dan perlakuan yang sama dan setara dengan lembaga pendidikan
umum yang sudah ada dan diakui negara. Selanjutnya diharapkan
pengesahan RUU ini akan dapat lebih memaksimalkan peran lembaga
pendidikan keagamaan dan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa, membangun jatidiri bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak
mulia, serta meneguhkan dan menyelaraskan pilar-pilar kebangsaan dengan
nilai-nilai keagamaan.

2. Pengakuan kesetaraan merupakan hal yang sangat prinsipil dalam RUU ini
sehingga harus diatur secara jelas. Pengakuan kesetaraan selain akan
memperkuat eksistensi LPKP dengan kekhasannya, juga merupakan pintu
masuk bagi kesamaan perlakuan dan akses sumberdaya dari negara dan
pemerintah.

3. Selain pengakuan kesetaraan, titik penting RUU ini adalah menjadi payung

hukum bagi penguatan eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan
dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Secara historis lembaga
pendidikan keagamaan, terutama pesantren, adalah institusi pendidikan yang
mengakar di masyarakat selama berabad-abad, agen perubahan sosial di
segala situasi serta pelaku aktif  perjuangan meraih dan mengisi
kemerdekaan. Penguatan eksistensi dan peran itu harus tampak dalam pasal-
pasal yang ada sebagai wujud affirmative action negara terhadap lembaga
pendidikan yang telah berperan penting dalam mewujudkan dan menjaga
negara-bangsa Indonesia.
4. Meskipun demikian perlu dibatasi agar pengaturan dalam RUU ini tidak
mengubah apalagi menghilangkan karakter dasar lembaga pendidikan
keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur
keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa
diskriminasi, berorientasi pengabdian dan pemberdayaan, serta jauh dari
orientasi bisnis pendidikan. Pengaturan yang ada harus memperkuat
karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga
pendidikan keagamaan dan pesantren mampu bertahan dan terus
berkembang dalam segala situasi dan terus berkontribusi untuk umat,
masyarakat dan bangsa, ada atau tidak ada dukungan dari negara. Dengan
kata lain, kemandirian pendidikan pesantren perlu diatur dengan
karakteristiknya yang khas.
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5. Penguatan eksistensi dan peran LPKP di satu sisi dan jaminan

dipertahankannya karakter khas pesantren dan lembaga pendidikan

keagamaan lainnya di sisi lain merupakan dua sisi mata uang yang harus

selalu dijaga keseimbangannya dalam RUU ini.

. Berdasakan kerangka berpikir sebagaimana disebutkan di atas, hendaknya

RUU ini:

a) Mampu menjelaskan secara tepat pertimbangan filosofis dan sosiologis,
visi, asas serta tujuan pembuatan UU ini baik jangka pendek maupun
jangka panjang dan bagaimana cara mewujudkannya. Konsideran dan
pasal-pasal yang ada dalam RUU ini relatif belum menunjukkan hal
tersebut secara jelas.

b) Mampu menjadi instrumen yang mendorong LPKP memiliki keunggulan
kompetitif baik di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Oleh
karena itu spirit pasal2 dalam RUU yang lebih berorientasi perbaikan ke
dalam (upaya standardisasi) hendaknya ditambah pasal-pasal penguatan
kemampuan berkontribusi keluar.

c¢) Mampu membantu LPKP mengatasi kelemahannya dengan
memaksimalkan sumberdayanya sendiri  didukung  program dan
kebijakan dari negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. RUU
ini belum secara jelas memberikan bentuk-bentuk self empowering dan
mandat yang tegas tentang bentuk-bentuk dukungan program dan
kebijakan yang harus diberikan pemerintah pusat dan daerah.

d) Tidak mengatur hal-hal yang terlalu teknis seperti rincian kurikulum dan
mata pelajaran pertingkat, persyaratan teknis, rincian sarana dan
prasarana yang harus dimiliki dan lain-lain yang biasanya diatur dalam
peraturan di bawah UU atau bahkan juklak dan juknis. Pengaturan hal-
hal yang terlalu teknis dalam UU dikhawatirkan membatasi ruang gerak
LPKP itu sendiri dan menghambat keleluasaan berinovasi yang selama
ini justru menjadi ciri khas pesantren dan lembaga pendidikan
keagamaan lainnya. Yang paling mengkhawatirkan kemandirian dan
kekhasan pesantren yang selama ini tidak seragam menjadi hilang
dengan hadirnya aturan yang menyeragamkan hingga hal-hal yang rinci.
Norma dalam UU bukanlah juklak dan juknis. la cukup memberikan arah
dan menjelaskan hal-hal prinsipil yang harus dilakukan dan tidak boleh
dilakukan oleh para pihak demi tercapainya tujuan pembuatan UU
tersebut.

. Agar RUU ini mampu menjadi payung hukum yang komprehensif, efektif

dan memiliki daya dorong yang konkret dalam pemajuan dan penguatan

karakter dan kekhasan LPKP, perlu ditekankan keterlibatan para pihak yang
terkait langsung dengan LPKP dan para pakar yang mampu merumuskan
norma-norma secara tepat dan visioner dalam proses legislasi yang berjalan.
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VI
PANDANGAN TENTANG
ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DAN PENGISIAN KOLOM KTP-ELEKTRONIK BAGI PENGANUT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

1. Perihal aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah lama
tidak muncul akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum dengan jatuhnya
putusan MK yang mengabulkan permohonan 4 pemohon yang menyatakan
dirinya sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME.

2. Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan 4 orang pemohon dari
penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusanya, MK
menyatakan bahwa:

a. kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan ”’; dan

b. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Putusan MK Nomor 97/PUU-XI1V/2016 tersebut membawa dampak luas tidak
hanya terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tambahan
beban anggaran negara untuk membiayai dan memfasilitasi penulisan kata
“kepercayaan” di belakang kata “agama”, melainkan juga kehidupan sehari-hari
umat beragama khusus muslim, karena setiap menulis dan mengucapkan kata
agama harus ditulis dan diucapkan “agama dan kepercayaan”. Oleh karena itu
dalam rangka menjalankan fungsinya memelihara akidah umat, Majelis Ulama
Indonesia perlu menyampaikan pandangan keagamaan mengenai kepercayaan
dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

4. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 melanggar hak warga
Negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh
Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, karena pasal-pasal a quo merupakan ketentuan
yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut
agama yang belum diakui negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para
penghayat kepercayaan, maka hal demikian merupakan pengecualian yang
didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang
mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya dan aspek kehidupanlainnya. Padahal dalam putusan MK No. 024/PUU-
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I11/2005 tanggal 2006 menegaskan bahwa dalam pengertian diskriminasi
terdapat unsure perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan
serta merta merupakan diskriminasi. Pemikiran ultra konstitusional seperti itu
tidak pernah ada atau jarang sekali terlihat dalam praktik penyelenggaraan
kehidupan pemerintahan di negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi
dan HAM. Di negara berpenduduk minoritas muslim, penyelenggaraan ibadah
agama dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan di bidang sosial, ekonomi,
pendidikan, pekerjaan, budaya belum berjalan secara optimal dan memenuhi
harapan semua umat beragama. Masih kerap terjadi perlakuan diskriminatif yang
dialami pemeluk agama dan belum direspon dan diatasi oleh pemerintah secara
efektif.

MK tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa UUD 1945 membatasi
hak-hak konstitusional warga negara dengan undang-undang semata-mata
karena pertimbangan agama, nilai-nilai moral dan ketertiban umum. Pemahaman
mengenai makna “diskriminasi” dalam putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016
tidak konsisten dengan putusan MK No. 024/PUU-111/2005. Perlakuan terhadap
penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak diakui negara masih
merupakan perlakuan dengan alasan yang masuk akal (reasonable ground),
karena penghayat kepercayaan terdiri dari ratusan kelompok yang berbeda,
demikian pula jika pengakuan terhadap agama apapun harus diakui maka jumlah
bisa mencapai belasan agama. Hal demikian membawa beban administrasi
pemerintahan yang demikian berat, sehingga tidak mungkin dapat terlaksana
sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi kependudukan dengan mencatat
database  kependudukan penghayat kepercayaan dipandang sudah cukup
memadai dalam rangka pemenuhan standar minimum HAM, sehingga tidak
dengan alasan logis (unreasonable ground) jika kepentingan ratusan ribu orang
penghayat kepercayaan disamakan dengan kepentingan ratusan juta umat
beragama.

Dengan menggunakan 3 macam asas dalam penafsiran kontekstual terhadap
makna UUD 1945 (asasnoscituur a sociis, ejusdem generis, dan expression
unius exclusion alterius) MK berpendapat bahwa dalam Pasal 28 E ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945 “agama dan kepercayaan” diletakkan sebagai dua hal yang
terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua hal yang
berbeda, sehingga negara wajib memberikan pelayanan setiap warga negara
sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang
memang merupakan tugas dan kewajiban negara. Putusan itu mewajibkan
negara melakukan tugas konstitusional yang demikian berat yang seluruhnya
membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar. Tampaknya MK kurang
mempertimbangkan kondisi negara saat ini, yang tidak memungkinkan setiap
penghayat kepercayaan dan pemeluk agama apapun dilayani sebagaimana
mestinya. Putusan MK tidak berpijak dari realitas yang ada melainkan hanya
semata-mata mempertimbangkan aspek HAM tanpa mempertimbangkan sama
sekali kearifan lokal (local wisdom) yang seharusnya menjadi alasan sosiologis
bagi setiap keputusan MK. Pluralisme agama dan Kkepercayaan serta
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kebhinnekaan religiusitas akan semakin subur dan berkembang tanpa kendali
sehingga berpotensi melemahkan NKRI.

Namun demikian, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (final and
binding) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum yang
dianut konstitusi kita, maka MUI tetap memberikan pandangan yang bersifat
solutif dan konstruktif terhadap permasalahan pelaksanaan putusan MK
mengenai masuknya identitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ke
dalam KTP-elektronik sebagai berikut:

a.

Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak dapat
disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang berbeda sama
sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu
wadah atau kelompok yang sama.

Atas dasar itu pembinaan terhadap umat beragama berada di bawah
Kementerian Agama dan untuk penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
YME agar tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Pembinaan oleh negara kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran kepercayaan tersebut
menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan oleh negara tersebut
hendaknya diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
tersebut dapat menjadi pemeluk agama yang ada di tanah air.

Perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara
merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh
negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan
pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan
dibuatkan ~ KTP-elektronik yang hanya mencantumkan kolom
“Kepercayaan” (tanpa ada kolom “Agama’) dengan isi “: Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai KTP
elektronik, tidak dilakukan perubahan atau penggantian KTP elektronik
sama sekali.

Pembuatan KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan tersebut dapat
segera direalisasikan untuk memenuhi hak warga negara yang masuk
kategori penghayat kepercayaan. Adanya perbedaan antara isi KTP
elektronik untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan bukanlah
pembedaan yang bersifat diskriminatif atau pengistimewaan, namun
merupakan bentuk perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas dan
hak warga negara yang berbeda. Hak warga negara pemeluk agama untuk
mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom Agama sehingga
identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti. Demikian pula hak
warga negara penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kolom
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Kepercayaan dalam KTP elektroniknya sebagai identitas dirinya. Putusan
MK mengenai perkara ini juga menyatakan bahwa memperlakukan
berbeda terhadap hak yang berbeda itu bukan diskriminatif.

Sebelum regulasi mengenai pengisian kolom KTP elektronik bagi
penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut disahkan, agar
pemerintah (cq. Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan para tokoh
agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, dan pimpinan
organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk bertukar pikiran dan
dalam rangka memberikan saran/masukan terhadap konsep regulasi
tersebut untuk kesempurnaan dan diterimanya regulasi tersebut secara
optimal di masyarakat luas.

Pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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IX

PANDANGAN TENTANG
WACANA PENERBITAN PERPPU UU PERKAWINAN

Majelis  Ulama Indonesia mencermati dengan sungguh-sungguh
perkembangan terbaru munculnya wacana penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UUP) yang diusulkan beberapa pihak.
Salah satu materi yang akan diusulkan masuk dalam materi draft Perppu
tersebut adalah penambahan usia minimal menikah bagi perempuan. Apabila
di dalam UUP usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun maka
diusulkan ditambah menjadi berusia 18 tahun.
MUI belum mengetahui apakah hanya materi itu saja yang akan dimasukkan
ke dalam draft Perppu atau adalah materi-materi lain yang akan juga
dimasukkan ke dalam draft Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan proses
pembahasan mengenai hal ini masih terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak
tertentu yang mempunyai kesamaan pendapat dan belum melibatkan
berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan,
termasuk MUI.

Terkait dengan UUP, MUI perlu mengingatkan kepada semua pihak,

termasuk Presiden dan berbagai pihak yang saat ini mendorong

pembentukan Perppu UUP serta partai-partai politik dan DPR sebagai
berikut:

a. UUP lahir setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis, panas, dan
menimbulkan gelombang unjuk rasa kalangan Islam. Hal ini dikarenakan
draft awal UUP jauh dari ajaran agama, khususnya Islam, dan hanya
menjadikan perkawinan sebagai kontrak antara sepasang suami istri
tanpa ada muatan dan bobot ajaran agama.

b. Oleh karena Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu
ajaran agama yang luhur, suci, dan sakral dan menjadi salah satu wujud
pelaksanaan ajaran agama, maka pengaturan mengenai pernikahan harus
berlandaskan, sesuai, dan memuat ajaran agama sepanjang hal tersebut
mengenai hal-hal prinsipil dan mendasar. Adapun hal-hal yang bersifat
administratif pemerintahan untuk menciptakan ketertiban administrasi
bagi kedua mempelai dan keluarga serta anak turunnya menjadi
tanggung jawab pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh ormas-
ormas Islam dan umat Islam.

c. Setelah melalui protes dan unjuk rasa besar-besaran kalangan Islam,
bahkan massa sempat menduduki gedung dan ruang DPR, alhamdulillah
akhirnya draft UUP dapat diubah secara fundamental dan radikal
sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam dan umat-
umat beragama lainnya.
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d.

Atas dasar itu, UUP merupakan salah satu UU yang sangat penting dan
menjadi tonggak penting penegakan ajaran agama dalam membentuk
keluarga dan masyarakat yang agamis, tertib, dan bahagia. Bagi MUI,
UUP adalah UU yang sakral dan akan terus dijaga dan dikawal
keberadaan dan pelaksanannya.

Untuk itu MUI menegaskan bahwa UUP hendaknya tidak mengalami
perubahan apapun juga. UUP merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai
oleh bangsa Indonesia dan semua umat beragama.

Upaya dan wacana perubahan UUP dapat menimbulkan kegaduhan di
masyarakat dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya
instabilitas di bidang politik dan keamanan yang menganggu proses
pembangunan dan pelaksanaan agenda kenegaraan, termasuk Pilkada
2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019.

5. Terkait dengan wacana penerbitan Perppu UUP, MUI menyatakan:

a.

b.

Wacana penerbitan Perppu UUP hendaknya tidak dilanjutkan oleh pihak-
pihak pengusung.
Kiranya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu UUP
tersebut dan tidak melakukan langkah dan proses lebih lanjut terhadap
draft Perppu UUP yang menurut kabar telah disampaikan kepada
Presiden.
UUP telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan kesemua
permohonan pemohon ditolak oleh MK. Putusan MK tersebut
menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan semua norma-norma
hukum dalam UUP masih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak
bertentangan dengan konstitusi, serta sesuai dengan cita-cita hukum
rakyat Indonesia.

MUI mengingatkan dengan hormat kepada Presiden RI untuk tidak

mudah menerbitkan Perppu oleh karena Perppu ini hanya dapat

diterbitkan manakala memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur
dalam konstitusi, yakni terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa”

(Pasal 22 UU NRI Tahun 1945).

MK telah memberikan tafsir terhadap frasa “hal ihwal kegentingan yang

memaksa”, yakni:

1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak
memadai.

3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Putusan MK
Nomor 138/PUU-V11/2009)
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f. Di sisi lain, pernah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan
UUP melalui revisi UU di DPR. Namun hal ini tidak berlanjut dan
berhenti sejak dini karena adanya penolakan dan penentangan dari
kalangan umat Islam.

g. Atas dasar itu, MUI mengharapkan kiranya Presiden RI, Bapak H. Joko
Widodo tetap mempertahankan keberadaan UUP.

h. Seiring dengan itu, MUI dengan tangan terbuka siap bermusyawarah
dengan berbagai pihak yang merasakan masih adanya masalah-masalah
dalam penerapan UUP.

i. Terkait dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan, MUI
menyatakan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi
laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Kita.

J- MUI juga termasuk komponen bangsa mendukung ikhtiar untuk
pendewasaan usia perkawinan dengan fokus memastikan pemenuhan
hak-hak dasar anak serta memberikan pendidikan secara memadai
kepada setiap pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan terkait
dengan kesiapan memasuki bangunan rumah tangga. Hal ini yang harus
menjadi konsers semua pihak.

k. MUI menegaskan bahwa salah satu agenda kerja yang penting dalam
gerakan nasional tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi
kemudharatan perkawinan di bawah usia 16 tahun kepada masyarakat
luas.

I.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih
relevan dan tidak perlu diubah.

m. Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa
kegentingan yang memaksa.
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